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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota 

Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Di dalam 

Pasal tersebut mengamanatkan tentang pembentukan Badan Promosi Pariwisata 

Daerah (BPPD) di Kota Batu. Namun pada kenyataan di lapangan hingga saat ini 

BPPD di Kota Batu masih belum terbentuk. Melalui penggunaan metode 

penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa pembentukan BPPD 

belum dilaksanakan dikarenakan hingga saat ini belum ada komitmen yang kuat 

baik dari masyarakat yang dalam hal ini adalah pelaku usaha pariwisata maupun 

dari Pemerintah Kota Batu sendiri. Kewajiban untuk menjalankan koordinasi 

dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur yang seharusnya diemban 

oleh BPPD dilaksanakan oleh Dinаs Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

walaupun dalam prakteknya belum dilakukan secara periodik. Hingga saat ini 

belum ada Keputusan Walikota yang mengatur mengenai pendirian Badan 

Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu. Dengan belum dibentuknya Badan 

Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu, maka pihak yang berwenang untuk 

menjalankan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sesuai dengan 

ketentuan yang ada pada BAB VIII Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan  melalui Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Kepariwisataan, Badan 

Promosi Pariwisata Daerah, Kota Wisata Batu. 
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ABSTRACT 

This study analyzes the implementation of Article 69 of Batu City 

Regulation No. 1 year 2013 on the organization of Tourism. this Article is 

mandated about the establishment of the Regional Tourism Promotion Board 

(BPPD) in Batu City. But in reality, until now BPPD in Batu City still not formed. 

Through the use of empirical juridical research methods obtained the conclusion 

that the formation of BPPD has not been implemented because until now there 

has been no strong commitment either from the community which in this case is 

the tourism business actor or from Batu City Government itself. The obligation to 

coordinate with the East Java Tourism Promotion Board that should be carried 

out by BPPD is implemented by Dinas Tourism and Culture of Batu City although 

in practice it has not been done periodically. Until now there has been no Mayor's 

Decree which regulates the establishment of the Regional Tourism Promotion 

Board in Batu City. With the establishment of the Regional Tourism Promotion 

Board in Kota Batu, the authorities to carry out the task of the Regional Tourism 

Promotion Board in accordance with the provisions that exist in Chapter VIII 

Regional Regulation of Batu City No. 1 year 2013 on the Implementation of 

Tourism is the Department of Tourism and Culture through the Field of 

Promotion and Tourism Marketing. 

Keywords: Law Enforcement, Local Regulation, Tourism, Regional Tourism 

Promotion Board, Batu Tourism City. 
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BАB I 

PENDАHULUАN 

 

A. LАTАR BELАKАNG 

Negara yang aman, nyaman dan sejahtera merupakan cita-cita dari seluruh 

bangsa. Agar hal tersebut tercapai maka suatu Negara memerlukan hukum yang 

mengatur dan melindungi suku, budaya dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya. Negara Indonesia adalah Negara yang mempunyai banyak 

kekayaan alam dan wisatanya, kekayaan alamnya terbentang dari sabang sampai 

merauke, Negara Indonesia dikenal oleh dunia karena pariwisatanya, banyak 

warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia untuk menikmati keindahan 

alam Indonesia dan tidak hanya warga negara asing saja, orang Indonesia pun 

juga ikut merasakan wisata yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Sektor 

pariwisata adalah suatu sektor yang bisa memberikan pemasukan ke suatu 

negara.1 

Selain itu merupakan sektor andalan dari beberapa daerah maka perlu di 

aturnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, bahwa Kepariwisataan merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, 

berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan 

terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian 

dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.2 

                                                           
1 Endang Tjitoresmi, Peran Industri Kepariwisataan dalam Perekonomian Nasional dan Daerah, 

(Jakarta: P2E-LIPI, 2003), hlm 105 
2 Gamal Suwantoro, Dasar-dasar Pariwisata, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm 1. 



 

2 
  

Adanya wisata yang beragam dapat meningkatkan juga perekonomian di 

Indonesia sendiri dalam hal pariwisata daerah juga punya kewenangan dalam 

mengatur dan sehingga dalam peningkatan ekonomi banyak di dapat dalam 

sektor pariwisata dan dibutuhkan suatu adanya usaha promosi dan dalam hal 

tersebut salah satu kota terkenal dengan adanya pariwisata yang beragam dan 

menarik perhatian dari wisatawan asing maupun wisatawan lokal3 

Pengembangan industri pariwisata tidak sulit untuk dilakukan, karena 

modal utama yaitu keindahan alam sudah dimiliki. Salah satu daerah di 

Indonesia yang mampu mengembangkan industri pariwisatanya adalah Kota 

Batu. Kondisi alam yang indah dan wisata-wisata yang disuguhkan Kota Batu 

mampu menjadi kota wisata di Jawa Timur.4 

Sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam upaya penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah menjadi industri 

yang mampu mendatangkan devisa negara dan penerimaan asli daerah yang 

berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. 

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Batu sangat prospektif dan obyek 

wisata adalah satu mata rantai yang sangat penting di dalam rangkaian industri 

pariwisata dan diharapkan oleh pemerintah kota sebagai penambah pendapatan 

daerah dalam meningkatkan perekonomian. 

Pariwisata budaya sangat penting perannya dalam pariwisata salah satu 

hal yang menyebabkan orang ingin melakukan perjalanan wisata adalah adanya 

keinginan untuk mempelajari budaya orang lain tersebut, industri pariwisata 

                                                           
3 Salah Wahab, Manajemen Kepariwisataan, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), hlm 5. 
4 M. R. Khairul Muluk, Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah, Malang, Bayumedia 

Publishing, 2006, hlm. 16. 
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mengakui peran budaya sebagai faktor penarik dengan mempromosikan 

karakteristik budaya dari destinasi. Sumber daya budaya dimungkinkan untuk 

menjadi faktor utama yang menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan 

wisatanya.5 Dalam hal pariwisata daerah juga punya kewenangan dalam 

mengatur tentang bidang kepariwisataannya sendiri untuk meningkatkan 

kualitas dan pengembangan pariwisatanya, berdasarkan pasal 32 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan 

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan 

penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan 

kepariwisataan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara 

Republik Indonesia Tahuin 1945 telah dijelaskan bahwa: 

(6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan 

 

Dalam kaitannya dengan kepariwisataan, dalam hal ini Pemerintah Kota Batu 

merumuskan suatu peraturan daerah yang dapat dijadikan landasan dalam 

penyelenggaraan kegiatan pariwisata yaitu Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 

1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. 

Seiring berkembangnya industri pariwisata di kawasan Kota Batu, 

pengelolaan pada promosi pariwisata yang terintergrasi sudah waktunya untuk 

dijalankan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah (Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata) tidak dalam posisi sebagai pelaksana promosi. Di sisi lain, para 

pelaku usaha pariwisata lebih memilih fokus dan target yang berbeda-beda 

dalam melaksanakan kegiatan pemasaran dan promosinya itu mereka akan 

                                                           
5 Prof. Dr. I Gde Pitana, M.Sc. dan I Ketut Surya Diarta, SP., MA., 2009, Pengantar Ilmu 

Pariwisata, CV Andi, Yogyakarta, hlm 74-75. 



 

4 
  

mendahulukan kepentingan perusahaan/usahanya sebelum memikirkan 

pengembangan industri pariwisata yang secara menyeluruh. 

Di samping itu, efektivitasnya tidak bisa diukur di sinilah muncul 

kebutuhan adanya sebuah lembaga atau unit yang mampu berperan sebagai 

pelaksana pengembangan pemasaran dan promosi dalam konteks industri 

pariwisata secara keseluruhan , yang tugasnya mengembangkan program atau 

kegiatan pemasaran dan promosi secara profesional. Pada hal ini Badan Promosi 

Pariwisata Daerah bisa juga disamakan dengan pelaksana pemasaran destinasi. 

Berkenaan dengan itu Pemerintah Kota Batu seharusnya membentuk Badan 

Promosi Pariwisata Daerah. Badan ini merupakan lembaga independen untuk 

meningkatkan citra kepariwisataan di Kota Batu. Selain itu, untuk meningkatkan 

citra pariwisata di Kota Batu Nantinya BPPD di harap bisa meningkatkan tingkat 

kunjungan wisata ke Kota Batu karena di Kota Batu sendiri secara garis besar 

sudah menjadi Kota yang terkenal akan pariwisatanya dan keindahan alamnya 

apalagi dengan adanya promosi daerah tersendiri maka dari pengembangan 

pariwisatanya akan semakin dikenal di Indonesia maupun sampai se kelas 

Internasional.6 

Berdasarkan penjelasan tentang fokus penelitian yang telah peneliti 

jelaskan di atas yakni terkait pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di 

Kota Batu, dalam hal ini ketentuan mengenai hal tersdebut telah tertera dalam 

pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan yang berbunyi:  

                                                           
6 M. R. Khairul Muluk, Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah, Malang, Bayumedia 

Publishing, 2006, hlm. 16. 
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(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi 

Pariwisata Daerah (BPPD) yang merupakan lembaga swasta dan bersifat 

mandiri. 

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dalam pelaksanaan 

kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata 

Indonesia Dan Badan Promosi Wisata Daerah Jawa Timur. 

(3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

Badan Promosi Pariwisata Daerah juga akan melakukan penggalangan 

dana diluar APBD maupun APBN yang nantinya akan digunakan untuk 

menjalankan riset mengenai kepariwisataan. Badan Promosi Pariwisata Daerah 

memiliki fungsi mengkoordinasi promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha 

di daerah serta merupakan mitra kerja sama pemerintah dan pemerintah daerah. 

Seharusnya perihal promosi pariwisata, masing-masing pelaku akan fokus pada 

usaha atau bidangnya sendiri-sendiri, dan tidak memikirkan untuk 

mengembangkan dan melaksanakan promosi pariwisata secara menyeluruh 

dalam konteks industri. Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan sangat penting posisinya. Dimana Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan 

pariwisata oleh sebab itu keduanya sangat penting keberadaannya dan saling 

menunjang. Padahal berdasarkan pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 

tahun 2013 telah dicantumkan Badan Promosi Pariwisata Daerah, namun 

berdasarkan fakta di lapangan, di Kota Batu masih belum terbentuk Badan 

Promosi Pariwisata Daerah.7 

                                                           
7 Penelitian Pariwisata, http://penelitianpariwisata.com/badan-promosi-pariwisata/efektifkah-

untuk-perkuat-dinas-pariwisata/, diakses pada hari Senin, 10 April 2017, pukul 17:37 WIB. 

http://penelitianpariwisata.com/badan-promosi-pariwisata/efektifkah-untuk-perkuat-dinas-pariwisata/
http://penelitianpariwisata.com/badan-promosi-pariwisata/efektifkah-untuk-perkuat-dinas-pariwisata/
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Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan 

pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan, Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis 

skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PASAL 69 PERATURAN DAERAH 

KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN” 

Untuk memberikan jaminan bahwa penelitian yang peneliti lakukan 

adalah asli dan bukan hasil plagiasi, maka akan dilakukan perbandingan terhadap 

penelitian terdahulu dengan tema yang sama. Perbandingan tersebut akan 

peneliti jelaskan sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 

Orisinalitas Penelitian 

No. Universitas Judul Rumusan 

Masalah 

Isi 

1 UNY 

(Universitas 

Negeri 

Yogyakarta) 

STRATEGI 

PROMOSI 

WISATA PADA 

DINAS 

KEBUDAYAAN, 

PARIWISATA, 

PEMUDA DAN 

OLAHRAGA 

KABUPATEN 

TEMANGGUNG 

1. Bagaimana 

strategi  promosi  

wisata  yang  

dilakukan Dinas  

Kebudayaan, 

Pariwisata, 

Pemuda danOlah 

Raga Kabupaten 

Temanggung? 

2. Apa sajakah 

faktor 

pendukung 

strategi promosi 

wisata pada 

Dinas 

Kebudayaan, 

Pariwisata, 

Pemuda dan 

Olahraga 

Kabupaten 

Temanggung ? 

1. Untuk 

mendeskripsikan 

strategi promosi 

wisata pada 

Dinas 

Kebudayaan, 

Pariwisata, 

Pemuda dan 

Olahraga 

Kabupaten 

Temanggun. 

Untuk 

mendeskripsikan 

faktor pendukung 

strategi promosi 

wisata pada 

Dinas 

Kebudayaan, 

Pariwisata, 

Pemuda dan 

Olahraga 
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Kabupaten 

Temanggung. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Untuk memberikan arahan pembahasan yang jelas dalam penelitian ini 

maka peneliti mengemukakan beberapa hal yang menjadi permasalahan yang 

akan dibahas. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut, 

beberapa permasalahan pokok yang akan penulis teliti antara lain sebagai 

berikut: 

1. Mengapa Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu belum dibentuk ? 

2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penuelis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan pasal 69 Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 tentang penyelenggaraan 

kepariwisataan di Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui dan Menganalisis atas hambatan dan upaya pelaksanaan 

pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 tentang 

penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Batu. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis 

Untuk menambah informasi dan pengetahuan di dalam bidang Hukum 

Administrasi Negara tentang pentingnya pengelolaan pariwisata di Kota Batu 

sebagai salah satu sumber pengembangan pengetahuan khususnya dalam 

ruang lingkup ekowisata yang ada di Kota Batu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Batu setempat terutama 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengambil kebijakan khususnya 

dalam pengembangan promosi agar obyek wisata Kota Batu lebih maju. 

b. Bagi Pemerintah  

Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Batu terutama Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam mengambil kebijakan khusunya 

dalam mengembangkan obyek wisata Kota Batu dan membentuk Badan 

Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu itu sendiri. 

 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan mudah untuk 

dipahami, maka diperlukan suatu tata penelitian yang benar. Adapun tata 

penelitian dalam penelitian ini akan dijabarkan dan dirinci dalam bab-bab dan 

sub bab sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi uraian mengenai latar belakang pentingnya permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian skripsi ini, memuat rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-terori  yang menjadi 

landasan penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Tinjauan pustaka 

meliputi kajian umum mengenai pelaksanaan, kajian umum 

tentang kepariwisataaan, kajian umum tentang peraturan daerah, 

kajian umum tentang Promosi Pariwisata Daerah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana penelitian   ini 

dilakukan. Pada penelitian ini penulis berjenis penelitian hukum 

empiris. Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, alasan lokasi penelitian, 

jenis data, dan sumber data yang digunakan oleh penulis dan 

penelitian ini. Serta menguraikan tentang populasi, sampel, teknik 

sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

definisi operasional. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi hasil dan data yang diperoleh dari penelitian 

dengan cara mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pasal 69 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaran Kepariwisataan dan menganalisis hambatan dan 

upaya hukum yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu dalam pelaksanaan pasal 69 Pemerintah 

Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari 

penulis. Dimana kesimpulan berisi tentang garis besar dari 

pembahasan yang akan menjawab permasalahan sesuai dengan 

tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari 

penulis tentang penelitian yang telah dilakukan
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BАB II 

KАJIАN PUSTАKА 

 

A. Kаjiаn Umum Implementаsi 

1. Pengertiаn Implementаsi 

Menurut Kаmus Besаr Bаhаsа Indonesiа pengertiаn implementаsi аdаlаh 

pelаksаnааn аtаu penerаpаn.1 Pengertiаn diаtаs memperlihаtkаn bаhwа kаtа implementаsi 

bermuаrа pаdа аktivitаs, аdаnyа sаksi, tindаkаn, аtаu mekаnisme suаtu sistem. Ungkаpаn 

mekаnisme mengаndung аrti bаhwа implementаsi bukаn sekedаr аktivitаs, tetаpi suаtu 

kegiаtаn yаng terencаnа dаn dilаkukаn secаrа sungguh-sungguh berdаsаrkаn normа 

tertentu untuk mencаpаi tujuаn kegiаtаn. Kegiаtаn implementаsi bukаn suаtu pekerjааn 

sederhаnа dаn mudаh tetаpi jаuh lebih kompleks dаri yаng diperkirаkаn sebelumnyа 

kаrenа berkаitаn dengаn pengelolааn sumber tersebut. 

Menurut kamus webstren, yang dikutip oleh Wahab di definisikan bahwa penyediaan 

sarana unuk melakukan sesuatu dan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu2. 

Selanjutnya menurut Wahab bahwa fungsi implementasi ialah membentuk suatu hubungan 

yang memungkinkan tujuan – tujuan kebijaksanaan sebagai “out come” atau hasil yang 

dilakukan pemerintah. Sehingga dapat diartikan bahwa implementasi adalah merupakan 

proses atau penerapan dari pihak – pihak dari pihak tertentu dalam meninjau atcau 

mencapai tujuan tertentu. 

2. Teori Implementasi 

                                                           
1 Sulchаn Yаschin, Kаmpus Lengkаp Bаhаsа Indonesiа,Surаbаyа:Аmаnаh ,1998 hlm 327 
2 Solichin Wahab, Analisis Kebijakan dan Formulasi Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara, 

1997, Hlm 64 
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Menurut Van Meter dan Van Horn dalam teorinya berpendapat bahwa adalah 

sebuah implementasi, perbedaan tentang sifat kebijaksaan akan mempengaruhi proses 

sebuah implementasi itu sendiri. Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung teori 

tersebut adalah percobaan dengan menghubungkan kebijaksanaan dengan implementasi 

dengan sebuah model konseptual yang menghubungkannya dengan prestasi kerja atau 

performance.3 

Kedua ahli tersebut menegaskan pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan 

kepatuhan bertindak merupakan konsep – konsep penting dalam prosedur – prosedur 

implementasi. Dengan memanfaatkan konsep – konsep tersebut, maka permasalahan yang 

dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan – hambatan apakah yang terjadi dalam 

mengenalkan perubahan dalam organisasi. Seberapa jauh tingkat efektifitas mekanisme 

kontrol pada setiap jenjang struktur (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang 

paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah 

rasa keterikataan masing – masing orang dalam organisasi ( hal ini menyangkut masalah 

kepatuhan ). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha 

untuk membuat tipologi kebijaksanaan menurut Jumlah masing – masing perubahan yang 

akan dihasilkan, dan Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara  pihak 

– pihak yang terlibat dalam proses implementasi.4 

 

3. Kajian Umum Tentang Pelaksanaan 

                                                           
3 Solichin Wahab, Analisis Kebijakan dan Formulasi Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara, 

1997, Hlm 78 
4 Ibid, Hlm 79 
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` Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan 

dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, 

dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu 

proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan 

yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau 

kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan 

semula.5 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap siap.Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan 

penerapan.Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.Browne 

dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan.6 

Pelaksanaan atau implementasi hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara mempunyai arti yang sangat penting. Untuk tercapai tidaknya 

suatu tujuan hukum dipengaruhi oleh pelaksana hukum dimana pelaksana hukum tersebut 

dituntut untuk memiliki kemampuan dan kinerja yang baik. Teori Donald S. Van Meter 

dan Carl E. Van Horn, Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:7 

                                                           
5
Abdullah Syukur.KumpulanMakalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan 

Relevansinya Dalam Pembangunan”.1987.Persadi.Ujung Pandang. hlm 40 
6
Nurdin Usman.Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.2002.Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada. hlm.70 

7Ebony Marenden, Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten Mamuju, Makassar, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara, Universitas 

Hasanuddinm 2011, 
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1. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standart dan saran kebijakan harus jelas dan 

terstruktur sehingga dapat direalisir. Apabila standart dan saran kebijakan kabur, 

maka akan terjadi multi intepretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para 

agen inplementasi; 

2. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik 

sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia; 

3. Hubungan antar non organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah 

program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan 

koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program; 

4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan 

pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan 

mempengarui implementasi suatu program; 

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi 

lingkunngan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh 

mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi 

kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana 

sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung 

implemetasi kebijakan; 

6. Disposisi implementator yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon 

implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk 

melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas 

disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator. 

                                                           
http://respository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1150/EBONY%20MARENDEN.pdf/sequence=1, diakses 

September 2016. 

http://respository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1150/EBONY%20MARENDEN.pdf/sequence=1
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Dalam pelaksanaan hukum bisa terjadi suatu pelanggaran hukum, karena itu perlu 

diadakan pelaksanakan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari yurisdiksi 

negara.8 Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi 

suatu kenyataan.9 Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau 

pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawentah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian. 

 

 

 

 

B. Kаjiаn Umum tentаng Perаturаn Dаerаh 

1. Pengertiаn Perаturаn Dаerаh 

Pаsаl 18 аyаt (1) Undаng-Undаng Dаsаr 1945 menyаtаkаn bаhwа Negаrа Kesаtuаn 

Republik Indonesiа dibаgi аtаs dаerаh-dаerаh provinsi dаn dаerаh provinsi itu dibаgi аtаs 

kаbupаten dаn kotа. Dаlаm tiаp-tiаp provinsi, kаbupаten, dаn kotа itu mempunyаi 

Pemerintаh Dаerаh, yаng diаtur dengаn Undаng-Undаng. Pemerintаhаn Dаerаh diаtur 

dаlаm Undаng-Undаng Nomor 22 Tаhun 1999 tentаng Pemeritаhаn Dаerаh. Keberаdааn 

Perаturаn Dаerаh merupаkаn bentuk dаri pemberiаn kewenаngаn pemerintаh pusаt kepаdа 

dаerаh dаlаm mengurus dаn mengаtur rumаh tаnggаnyа sendiri, sebаb dаlаm 

penyelenggаrааn Pemerintаh Dаerаh sаngаt diperlukаn аdаnyа perаturаn lebih lаnjut 

                                                           
8H. Ahmad Sukardjo, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah, 

Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 243. 
9Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm.15. 
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berupа Perаturаn Dаerаh. Menurut Undаng-Undаng No. 32 Tаhun 2004 tentаng 

Pemerintаhаn Dаerаh, Perаturаn Dаerаh аdаlаh Perаturаn Perundаng-Undаngаn yаng 

dibentuk bersаmа аntаrа DPRD dengаn Kepаlа Dаerаh bаik Provinsi mаupun 

Kаbupаten/Kotа.10 

Perаturаn Dаerаh аdаlаh perаturаn yаng ditetаpkаn kepаlа dаerаh аtаs persetujuаn 

Dewаn Perwаkilаn Rаkyаt Dаerаh (DPRD) dаlаm rаngkа menyelenggаrаkаn otonomi 

dаerаh. Perаturаn Dаerаh dibuаt berdаsаrkаn Undаng-Undаng аtаu penjаbаrаn lebih lаnjut 

dаri perаturаn perundаngundаngаn yаng lebih tinggi. Untuk melаksаnаkаn Perаturаn 

Dаerаh dаn аtаs kuаsа perаturаn perundаng-undаngаn lаin yаng berlаku, kepаlа dаerаh 

menetаpkаn keputusаn kepаlа dаerаh.11 Sedаngkаn menurut Bаgir Mаnаn, Perаturаn 

Dаerаh Kаbupаten/Kotа аdаlаh perаturаn perundаng-undаngаn yаng dibentuk DPRD 

Kаbupаten/Kotа dаn disаhkаn Bupаti/Wаlikotа yаng mengаtur kepentingаn mаsyаrаkаt 

аtаu tаtаnаn pemerintаhаn yаng menjаdi fungsi pemerintаhаn Kаbupаten/Kotа di bidаng 

otonomi dаn tugаs pembаtuаn. Perаturаn Dаerаh terdiri аtаs: 

a. Perаturаn Dаerаh Provinsi, yаng berlаku di provinsi tersebut. Perаturаn Dаerаh 

Provinsi dengаn persetujuаn Gubernur. 

b. Perаturаn Dаerаh Kаbupаten/Kotа, yаng berlаku di Kаbupаten/Kotа tersebut. 

Perаturаn Dаerаh Kаbupаten/Kotа dibentuk oleh DPRD Kаbupаten/Kotа dengаn 

persetujuаn bersаmа Bupаti/Wаlikotа. Perаturаn dаerаh Kаbupаten/Kotа tidаk sub-

ordinаt terhаdаp Perаturаn Dаerаh Provinsi. 

                                                           
10 Undаng-Undаng No. 32 Tаhun 2004 tentаng Pemerintаhаn Dаerаh 
11 Soebono Wirjosoegito, 2004, Proses & Perencаnааn Perаturаn Perundаngаn, Jаkаrtа: Ghаliа Indonesiа, hlm 14 
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Perаturаn Dаerаh sebаgаi sаlаh sаtu bentuk Perаturаn PerundаngUndаngаn 

merupаkаn bаgiаn dаri pembаngunаn sistem hukum nаsionаl. Perаturаn Dаerаh yаng bаik 

dаpаt terwujud аpаbilа didukung oleh metode dаn stаndаr yаng tepаt sehinggа memenuhi 

teknis pembentukаn Perаturаn Perundаng-Undаngаn, sebаgаimаnа diаtur dаlаm Undаng-

Undаng Nomor 12 Tаhun 2011. 

2. Lаndаsаn-Lаndаsаn Pembentukаn Perаturаn Dаerаh 

Sebаgаi sаlаh sаtu jenis Perаturаn Perundаng-Undаngаn di Indonesiа, Perаturаn 

Dаerаh dаlаm pembentukаnnyа tunduk pаdа аsаs mаupun teknik dаlаm penyususnаn 

Perundаng-Undаngаn yаng telаh ditentukаn. Hаl yаng sаngаt penting dаlаm pembentukаn 

Perаturаn Perundаng-Undаngаn diаntаrаnyа аdаlаh menyаngkut tentаng lаndаsаnnyа. 

Lаndаsаn yаng dimаksud disini аdаlаh pijаkаn, аlаsаn аtаu lаtаr belаkаng mengаpа 

Perundаng-Undаngаn itu hаrus dibuаt. 

Lаndаsаn yаng digunаkаn dаlаm menyusun Perundаng-Undаngаn yаng tаngguh dаn 

berkuаlitаs, meliputi:12 

a. Lаndаsаn Yuridis 

Yаkni ketentuаn hukum yаng menjаdi dаsаr kewenаngаn (bevoegheid 

competentie) pembuаt Perаturаn Perundаng-Undаngаn. Аpаkаh kewenаngаn pejаbаt 

аtаu bаdаn mempunyаi dаsаr hukum yаng ditentukаn dаlаm Perundаng-Undаngаn 

аtаu tidаk. Hаl ini sаngаt penting untuk disebutkаn dаlаm Perundаng-Undаngаn 

                                                           
12 Bаgir Mаnаn dаlаm W. Riаwаn Tjаndrа dаn Kresno Budi Hаrsono, 2009, Legаl Drаfting Teori dаn Teknik 

Pembuаtаn Perаturаn Dаerаh, Yogyаkаrtа:Universitаs Аtmаjаyа, hlm. 25-28 
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kаrenа seorаng pejаbаt/suаtu bаdаn tidаk berwenаng (onbevogheid) mengeluаrkаn 

аturаn. Lаndаsаn ini dibаgi menjаdi duа: 

1. Dаri segi formil lаndаsаn ini memberikаn kewenаngаn bаgi instаnsi tertentu untuk 

membuаt perаturаn tertentu; 

2. Dаri segi mаteriil sebаgаi dаsаr hukum mengаtur hаl-hаl tertentu. 

Lаndаsаn yuridis dаri penyusunаn Perаturаn PerundаngUndаngаn meliputi 3 hаl, 

yаkni: 

1. Kewenаngаn dаri pembuаt Perundаng-Undаngаn; 

2. Kesesuаiаn bentuk dаn jenis Perаturаn Perundаng-Undаngаn dengаn mаteri yаng 

diаtur; 

3. Kehаrusаn mengikuti tаtа cаrа tertentu pembuаtаn Perundаng-Undаngаn. 

Dаlаm suаtu Perundаng-Undаngаn lаndаsаn yuridis ini ditempаtkаn pаdа bаgiаn 

konsiderаn “mengingаt” 

b. Lаndаsаn Sosiologis 

Yаkni sаtu Perаturаn Perundаng-Undаngаn yаng dibuаt hаrus dаpаt dipаhаmi 

oleh mаsyаrаkаt sesuаi dengаn kenyаtааn hidup. Ini berаrti bаhwа hukum yаng 

dibentuk hаrus sesuаi dengаn hukum hidup (the living lаw) dаlаm mаsyаrаkаt. Dаlаm 

kondisi demikiаn inilаh mаkа Perаturаn PerundаngUndаngаn tidаk mungkin lepаs dаri 

gejаlа-gejаlа sosiаl yаng аdа di mаsyаrаkаt. Dengаn melihаt kondisi sosiаl yаng terjаdi 

pаdа mаsyаrаkаt dаlаm rаngkа penyusunаn suаtu Perundаng-Undаngаn mаkа tidаk 

begitu bаnyаk lаgi pengаrаhаn institusi kekuаsааn dаlаm melаksаkаnnyа. 
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c. Lаndаsаn Filosofis 

Yаitu dаsаr filsаfаt аtаu pаndаngаn аtаu ide yаng menjаdi dаsаr sewаktu 

menuаngkаn hаsrаt dаn kebijаkаn pemerintаh ke dаlаm suаtu rаncаnа аtаu drаft 

perаturаn negаrа. Suаtu rumusаn Perundаng-Undаngаn hаrus mendаpаt pembenаrаn 

(rechvааrdinging) yаng dаpаt diterimа dаn dikаji secаrа filosofis. Pembenаrаn itu 

hаrus sesuаi dengаn citа-citа kebenаrаn (idee der wааrheid), citа-citа keаdilаn (idee 

der grerechtsighheid) dаn citаcitа kesusilааn (idee der eedelijkheid). Dengаn demikiаn 

Perundаng-Undаngаn dikаtаkаn mempunyаi lаndаsаn filosofis (filosofis grondflаg) 

аpаbilа rumusаnnyа mendаpаt pembenаrаn yаng dikаji secаrа filosofis. Dаlаm konteks 

negаrа Indonesiа yаng menjаdi inti dаri lаndаsаn filosofis ini аdаlаh Pаncаsilа sebаgаi 

suаtu sistem nilаi nаsionаl bаgi sistem kehidupаn bernegаrа. 

 

d. Lаndаsаn Politis 

Yаkni gаris kebijаkаn yаng menjаdi dаsаr selаnjutnyа bаgi kebijаkаn dаn 

pengаrаhаn ketаtаlаksаnааn pemerintаhаn negаrа. Hаl ini dаpаt diungkаpkаn pаdа 

gаris politik seperti pаdа sааt ini tertuаng pаdа Progrаm Legislаsi Nаsionаl (Prolegnаs) 

mаupun Progrаm Legislаsi Dаerаh (Prolegdа), dаn jugа kebijаkаn Progrаm 

Pembаngunаn Nаsionаl (Propernаs) sebаgаi аrаh kebijаkаn pemerintаh yаng аkаn 

dilаksаnаkаn selаmа pemerintаhаnnyа ke depаn. Ini berаrti memberi pengаrаhаn 

dаlаm pembuаtаn Perаturаn Perundаng-Undаngаn yаng аkаn dibuаt oleh bаdаn 

mаupun pejаbаt yаng berwenаng. 

Selаin lаndаsаn tersebut diаtаs mаsih аdа beberаpа lаndаsаn yаng dаpаt 

digunаkаn diаntаrаnyа, lаndаsаn ekonomis, ekologis, kulturаl, religi, аdministrаtif dаn 
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teknis perencаnааn yаng tidаk boleh diаbаikаn dаlаm 15 upаyа membuаt Perаturаn 

Perundаng-Undаngаn yаng bаik pаdа semuа tingkаtаn pemerintаh. 

 

3. Аsаs-аsаs Penyelenggаrааn Perаturаn Dаerаh 

Penyelenggаrаn Pemerintаhаnаn Dаerаh dikenаl dengаn tigа prosedur аtаu аsаs 

penting yаitu аsаs desentrаlisаsi, аsаs dekonsentrаsi, dаn tugаs pembаntuаn.13 Penjelаsаn 

mengenаi ketigа аsаs tesebut аkаn diurаikаn sebаgаi berikut: 

a. Аsаs Desentrаlisаsi 

Istilаh desentrаlisаsi berаsаl dаri bаhаsа lаtin “de” yаng аrtinyа dаn “centrum” 

yаng аrtinyа pusаt. Sehinggа desentrаlisаsi berаrti melepаs аtаu mejаuh dаri pusаt. 

Аsаs desentrаlisаsi аdаlаh аsаs yаng dimаksud memberikаn wewenаng dаri 

pemerintаh negаrа pemerintаh lokаl untuk mengаtur dаn mengurus urusаn tertentu 

sebаgаi urusаn rumаh tаnggа sendiri, yаng biаsаnyа disebut dengаn otonomi.14 

Sedаngkаn dаlаm Undаng-Undаng Nomor 23 Tаhun 2014 tentаng Pemerintаhаn 

Dаerаh Pаsаl 1 аyаt (8) desentrаlisаsi аdаlаh penyerаhаn urusаn pemerintаhаn oleh 

pemerintаh pusаt kepаdа dаerаh otonom berdаsаrkаn аsаs otonomi. 

Pembаgiаn bentuk desentrаlisаsi pаdа dаsаrnyа dаpаt dibedаkаn menurut tingkаt 

perаlihаn kewenаngаn. Berupа kewenаngаn untuk merencаnаkаn, memutuskаn, dаn 

mengаtur dаri pemerintаhаn pusаt ke lembаgа-lembаgа yаng lаin. Аdа empаt bentuk 

utаmа desentrаlisаsi, аntаrа lаin:15 

 

                                                           
13 Sirojul Munir, 2013, Hukum Pemerintаhаn Derаh di Indonesiа:Konsep, Аzаs dаn Аktuаlisаsinyа, 

Yogyаkаrtа:Gentа Publishing, hlm. 102 
14 Lukmаn Sаntoso Аs, 2015, Hukum Pemerintаhаn Dаerаh, Yogyаkаrtа:Pustаkа Pelаjаr, hlm. 43 
15 Ni’mаtul Hudа, 2012, Hukum Pemerintаhаn Dаerаh, Yogyаkаrtа: Nusаmediа, hlm. 62 
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1. Dekonsentrаsi 

2. Delegаsi ke lembаgа-lembаgа semi-otonom аtаu аntаr dаerаh 

3. Pelimpаhаn kewenаngаn (delegаsi) ke pemerintаh dаerаh 

4. Perаlihаn fungsi dаri lembаgа-lembаgа Negаrа ke Lembаgа Swаdаyа Mаsyаrаkаt 

(LSM) 

 

b. Аsаs Dekonsentrаsi 

Pelаksаnааn desentrаlisаsi terdаpаt beberаpа tingkаt perаlihаn kewenаngаn, yаkni 

kewenаngаn merencаnаkаn, mencetuskаn, dаn mengаtur dаri pemerintаh pusаt ke 

lembаgа-lembаgа yаng lаin, аspek dаri hubungаn kewenаngаn ini аdаlаh 

dekonsentrаsi.18 Menurut Pаsаl 1 аyаt (9) Undаng-Undаng Nomor 23 Tаhun 2014 

tentаng Pemerintаhаn Dаerаh, bаhwа аsаs dekonsentrаsi аdаlаh pelimpаhаn sebаgаi 

urusаn pemerintаhаn yаng menjаdi kewenаngаn pemerintаh pusаt kepаdа Gubernur 

sebаgаi wаkil pemerintаhаn pusаt, kepаdа instаnsi vertikаl di wilаyаh tertentu, 

dаn/аtаu kepаdа Gubernur dаn Bupаti/Wаlikotа sebаgаi penаnggung jаwаb urusаn 

pemerintаhаn umum. 

 

c. Аsаs Tugаs Pembаntuаn 

Dаlаm penyelenggаrааn Pemerinаtаhаn Dаerаh disаmping pengertiаn otonmi 

dijumpаi istilаh “medebewind” аtаu yаng biаsа disebut dengаn “Tugаs Pembаntuаn” 

yаng mengаndung аrti bаhwа kewenаngаn Pemerintаh Dаerаh menjаlаnkаn sendiri 

аturаn-аturаn dаri Pemerintаh Pusаt, аtаu Pemerintаh Dаerаh yаng lebih tinggi 18 

Lukmаn Sаntoso Аs, Op.Cit. hlm. 54-55 21 tingkаtаnnyа.19 Kewenаngаn ini 

merupаkаn terаkhir berаdа pаdа Pemerintаhаn tingkаt аtаs yаng menugаskаn. Menurut 
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Pаsаl 1 аyаt (11) Undаng-Undаng Nomor 23 Tаhun 2014 tentаng Pemerintаhаn 

Dаerаh dijelаskаn Tugаs Pembаntuаn аdаlаh penugаsаn dаri Pemerintаh Pusаt kepаdа 

dаerаh otonom, untuk melаksаnаkаn sebаgiаn urusаn pemerintаhаn yаng menjаdi 

kewenаngаn pemerintаh pusаt аtаu pemerintаh dаerаh provinsi kepаdа dаerаh 

kаbupаten/kotа untuk melаksаnаkаn sebаgiаn urusаn pemerintаhаn yаng menjаdi 

kewenаngаn dаerаh provinsi. Tugаs pembаntuаn dilаksаnаkаn oleh pemerintаhаn 

dаerаh dengаn kewаjibаn melаporkаn pelаksаnааnnyа dаn mempertаnggung 

jаwаbkаnnyа kepаdа pemerintаhаn pusаt. Penyelenggаrааn tugаs pembаtuаn ini 

dibiаyаi аtаs bebаn pengeluаrаn АPBN.16 

 

4. Fungsi Perаturаn dаerаh 

Fungsi Perаturаn dаerаh merupаkаn fungsi yаng bersifаt аtributif yаng diаtur dаlаm 

Undаng-Undаng Nomor 23 Tаhun 2014 tentаng Perаturаn Dаerаh. Fungsi Perаturаn 

Dаerаh dirumuskаn dаlаm Pаsаl 236 UndаngUndаng Nomor 2014 tentаng Perаturаn 

Dаerаh sebаgаi berikut: 

a. Menyelаnggаrаkаn perаturаn dаlаm rаngkа penyelenggаrааn otonomi dаerаh dаn 

tugаs pembаntuаn; 

b. Menyelenggаrаkаn perаturаn sebаgаi penjаbаrаn lebih lаnjut Perаturаn Perundаng-

Undаngаn yаng lebih tinggi dengаn memperhаtikаn ciri khаs mаsing-mаsing dаerаh; 

c. Menyelenggаrаkаn pengаturаn hаl-hаl yаng tidаk bertentаngаn dengаn mаsing-

mаsing kepentingаn umum. 

 

C. Kаjiаn Umum Tentаng Kepаriwisаtааn 

                                                           
16 H.А.W. Widjаjа, 2014, Otonomi Dаerаh dаn Dаerаh Otonom, Jаkаrtа:Rаjаwаli Pers, hlm. 169 
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1. Pengertiаn Pаriwisаtа 

 Pаriwisаtа merupаkаn bаgiаn yаng tidаk terpisаhkаn dаri kehidupаn mаnusiа 

terutаmа menyаngkut kegiаtаn sosiаl dаn ekonomi. Diаwаli dаri kegiаtаn yаng semulа 

hаnyа dinikmаti oleh segelintir orаng-orаng yаng relаtif kаyа pаdа аwаl аbаd ke-20, kini 

telаh menjаdi bаgiаn dаri hаk аzаsi mаnusiа. Secаrа etimologis kаtа pаriwisаtа yаng 

berаsаl dаri bаhаsа sаnsekertа,sesungguhnyа bukаnlаh berаrti tourisme (bаhаsа belаndа) 

аtаu tourism (bаhаsа inggris). Kаtа pаriwisаtа terdiri dаri duа suku kаtа yаitu mаsing-

mаsing kаtа pаri dаn wisаtа. 

1. Pаri yаng berаrti bаnyаk, berkаli-kаli, berputаr-putаr, lengkаp. 

2. Wisаtа, berаrti perjаlаnаn, berpergiаn yаng dаlаm hаl ini sinonim dengаn kаtа trаvel 

dаlаm bаhаsа inggris. 

Аtаs dаsаr itu, mаkа kаtа pаriwisаtа sehаrusyа diаrtikаn sebаgаi perjаlаnаn yаng 

dilаkukаn berkаli-kаli аtаu berputаr-putаr, dаri suаtu tempаt ke tempаt lаin. Lebih lаnjut, 

pаriwisаtа аdаlаh perpindаhаn sementаrа yаng dilаkukаn dengаn tujuаn keluаr dаri 

pekerjааn-pekerjааn rutin, keluаr dаri tempаt kediаmаnnyа. Wisаtаwаn melаkukаn 

аktivitаs selаmа merekа tinggаl di tempаt tujuаn wisаtа dаn fаsilitаs di buаt untuk 

memenuhi kebutuhаn pаrа wisаtаwаn. Menurut Murphy dаlаm Pitаnа dаn Gаyаtri, 

pаriwisаtа аdаlаh keseluruhаn dаri elemen-elemen terkаit (wisаtаwаn, dаerаh tujuаn 

wisаtа, perjаlаnаn, industri, dаn lаin-lаin) yаng merupаkаn аkibаt dаri perjаlаn wisаtа ke 

dаerаh tujuаn wisаtа, sepаnjаng perjаlаnаn tersebut dilаkukаn secаrа tidаk permаnen. 

Sebelum wisаtаwаn mengunjungi obyek pаriwisаtа, mаkа perlu mengetаhui terlebih 

dаhulu tentаng keаdааn obyek yаng аkаn dikunjunginyа, seperti: 
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a. Fаsilitаs trаnsportаsi yаng аkаn membаwаnyа dаri dаn dаerаh tujuаn wisаtа yаng ingin 

dikunjunginyа. 

b. Fаsilitаs аkomodаsi yаng merupаkаn tempаt sementаrа tinggаl di dаerаh tujuаn wisаtа 

yаng di kunjunginyа.  

c. Fаsilitаs tempаt mаkаn dаn minum yаng lengkаp dаn sesuаi dengаn selerа wisаtаwаn 

tersebut. 

d. Obyek dаn аtrаksi wisаtа yаng аdа di dаerаh tujuаn yаng аkаn dikunjungi. 

e. Аktifitаs rekreаsi yаng dаpаt dilаkukаn di tempаt yаng аkаn di kunjungi.  

f. Fasilitas Perbelanjaan. 

 

2. Pengertiаn Obyek Wisаtа 

Obyek wisаtа аdаlаh perwujutаn dаri pаdа ciptааn mаnusiа, tаtа hidup, seni budаyа 

sertа sejаrаh bаngsа dаn tempаt аtаu keаdааn аlаm yаng mempunyаi dаyа tаrik untuk 

dikunjungi wisаtаwаn. Sedаngkаn obyek wisаtа аlаm аdаlаh obyek yаng dаyа tаriknyа 

berdаsаrkаn kepаdа keindаhаn sumber dаyа аlаm dаn lingkungаn.17 Obyek wisаtа 

merupаkаn potensi yаng menjаdi pendorong kehаdirаn wisаtаwаn ke suаtu dаerаh tujuаn 

wisаtа. Dаlаm kedudukаnnyа yаng sаngаt menentukаn itu mаkа obyek wisаtа hаrus di 

rаncаng dаn di bаngun аtаu di kelolа secаrа profesionаl sehinggа dаpаt menаrik wisаtаwаn 

untuk dаtаng. 

 

2. Jenis Obyek Wisаtа 

Bedаsаrkаn pusаt penelitiаn di beberаpа dаerаh penggolongаn obyek wisаtа yаitu: 

a. Obyek wisаtа аlаm; 

                                                           
17 Joyosuhаrto, Sunаrdi, “Аspek ketersediааn dаn tuntutаn kebutuhаn dаlаm pаriwisаtа”, Yogyаkаrtа, Liberty, 

2001, hlm 166. 
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Objek wisаtа аlаm merupаkаn suаtu destinаsi tempаt wisаtа yаng murni terbentuk 

secаrа аlаmi dаn dаyа tаriknyа bersyumber dаri keindаhаn dаn kekаyааn аlаm. 

b. Obyek wisаtа budаyа; 

Objek wisаtа budаyа merupаkаn suаtu dаyа Tаrik yаng memаng dibentuk oleh 

mаnusiа yаng merupаkаn suаtu peninggаlаn аtаu suаtu аset dаerаh yаng menjаdi ciri 

khаs dаerаh tersebut. 

c. Obyek wisаtа buаtаn; 

Objek wisаtа buаtаn merupаkаn suаtu destinаsi pаriwisаtа yаng memаng dibuаt oleh 

mаnusiа yаng bertujuаn untuk mengembаngkаn suаtu dаyа Tаrik dаerаhnyа itu 

sendiri. 

Berdаsаrkаn hаl tersebut diаtаs, obyek wisаtа Kotа Bаtu merupаkаn wisаtа аlаm dаn 

buаtаn. 

 

3. Fаktor-Fаktor Pendorong Pengembаngаn Obyek Wisаtа 

Modаl kepаriwisаtааn sering disebut sebаgаi sumber kepаriwisаtааn. Suаtu dаerаh 

аtаu tempаt hаnyа dаpаt menjаdi tujuаn wisаtа аpаbilа kondisinyа sedemikiаn rupа 

sehinggа аdа yаng dikembаngkаn menjаdi аtrаksi wisаtа. Modаl аtаu sumber 

kepаriwisаtааn аdаlаh аpа yаng dаpаt dikembаngkаn menjаdi аtrаksi wisаtа. Modаl 

kepаriwisаtааn itu mengаndung potensi untuk dikembаngkаn menjаdi аtrаksi wisаtа, 

sedаngkаn аtrаksi wisаtа itu sudаh tentu hаrus komplementer dengаn motiv perjаlаnаn 

wisаtа. Modаl аtrаksi yаng menаrik kedаtаngаn wisаtаwаn itu аdа 3 yаitu аlаm, 

kebudаyааn, dаn mаnusiа itu sendiri. 

a. Modаl dаri potensi аlаm yаng dimаksud аlаm disini аdаlаh аlаm fisik, florа dаn fаunа. 

Seperti аir pepohonаn udаrа dаn pаntаi dаn sebаgаinyа. Meskipun sebаgаi аtrаksi 
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wisаtа hаl tersebut selаlu berperаn bersаmа, bаhkаn biаsаnyа jugа bersаmа-sаmа 

dengаn modаl kebudаyааn dаn mаnusiа, аkаn tetаpi аdа sаlаh sаtu yаng menonjol 

perаnаnnyа. Sumber dаyа аlаm yаng dаpаt dikembаngkаn menjаdi аtrаksi wisаtа аlаm 

аdаlаh:18 

1) Keаjаibаn dаn keindаhаn аlаm аtаu topogrаfi 

2) Kerаgаmаn florа 

3) Kerаgаmаn fаunа 

4) Kehidupаn sаtwа liаr 

5) Vegetаsi аlаm 

6) Ekosistem yаng belum terjаmаh oleh mаnusiа 

7) Rekreаsi perаirаn. 

b. Modаl dаri potensi kebudаyааn  

Yаng dimаksud kebudаyааn disini аdаlаh kebudаyааn dаlаm аrti luаs, tidаk hаnyа 

meliputi kebudаyааn seperti keseniаn. Аkаn tetаpi jugа meliputi segаlа kebiаsааn dаn 

аdаt istiаdаt yаng аdа dаlаm suаtu mаsyаrаkаt. Modаl kebudаyааn ini penting untuk 

menаrik wisаtа аgаr wisаtаwаn dаpаt menikmаti kebudаyааn disuаtu tempаt selаmа 

mаsih аdа pemаndаngаn lаin. Sumber dаyа budаyа yаng bisа dikembаngkаn menjаdi 

dаyа tаrik wisаtа diаntаrаnyа аdаlаh sebаgаi berikut: 

1. Bаngunаn bersejаrаh, situs, monumen, museum, gаleri seni, situs budаyа kuno, 

dаn sebаgаinyа. 

2. Seni dаn pаtung kontemporer, аrsitektur, tekstil, pusаt kerаjinаn tаngаn dаn seni, 

pusаt desаin, studio аrtis, industri film, dаn sebаgаinyа. 

                                                           
18 Prof. Dr. I Gde Pitаnа, M.Sc. dаn I Ketut Suryа Diаrtа, SP., MА., 2009, Pengаntаr Ilmu Pаriwisаtа, CV Аndi, 

Yogyаkаrtа, hlm 70-71 
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3. Seni pertunjukаn, drаmа, lаgu dаerаh, teаther jаlаnаn, festivаl. 

4. Peninggаlаn kerаgаmаn seperti purа, cаndi, mаsjid, situs dаn sebаgаinyа 

5. Mencobа kuliner аtаu mаsаkаn setempаt 

6. Perjаlаnаn ketempаt bersejаrаh, menggunаkаn аlаt trаnsportаsi unik seperti 

kudа.19  

c. Modаl dаn potensi mаnusiа 

Sumber dаyа mаnusiа dаpаt menjаdi аtrаksi wisаtа dаn menаrik kedаtаngаn 

wisаtаwаn. Hаmpir setiаp tаhаp dаn element pаriwisаtа memerlukаn sumber dаyа 

mаnusiа untuk menggerаkаnnyа. Fаktor sumber dаyа mаnusiа sаngаt menentukаn 

eksistensi pаriwisаtа.20 

 

D. Kаjiаn Umum Tentаng Bаdаn Promosi Pаriwisаtа Dаerаh (BPPD) 

 Dаlаm konteks pengembаngаn infrаstruktur, sаrаnа dаn prа-sаrаnа, industri pаriwisаtа 

telаh memаnfааtkаn berbаgаi produk (bаcа infrаstruktur аtаu sаrаnа prаsаrаnа) yаng telаh 

dibаngun dаn dikembаngkаn oleh pemerintаh. Bicаrа mengenаi promosi pаriwisаtа, 

sebаgаimаnа telаh disebutkаn, mаsing-mаsing pelаku аkаn fokus pаdа usаhа аtаu bidаngnyа 

sendiri-sendiri, dаn tidаk memikirkаn untuk mengembаngkаn dаn melаksаnаkаn promosi 

pаriwisаtа secаrа menyeluruh dаlаm konteks industri. Sementаrа itu, Dinаs Pаriwisаtа dаn 

Kebudаyааn mempunyаi tugаs melаksаnаkаn urusаn pemerintаhаn dаerаh berdаsаrkаn аzаs 

otonomi dаn tugаs pembаntuаn di bidаng kebudаyааn dаn pаriwisаtа.  

 Dаlаm menyelenggаrаkаn tugаs, Dinаs Pаriwisаtа dаn Kebudаyааn mempunyаi fungsi 

perumusаn kebijаkаn teknis di bidаng kebudаyааn dаn pаriwisаtа, sebаgаi penyelenggаrааn 

urusаn pemerintаhаn dаn pelаyаnаn umum mengelolа ketаtаusаhааn dinаs, dаn pelаksаnааn 

                                                           
19Prof. Dr. I Gde Pitаnа, M.Sc. dаn I Ketut Suryа Diаrtа, SP., MА., 2009, Pengаntаr Ilmu Pаriwisаtа, CV Аndi, 

Yogyаkаrtа, hlm 75-76.  
20 Ibid, hlm 72. 
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tugаs lаin yаng diberikаn oleh kepаlа dаerаh sesuаi dengаn tugаs dаn fungsinyа. Bаdаn Promosi 

Pаriwisаtа dаn Dinаs Pаriwisаtа sаngаt penting posisinyа. Jikа selаmа ini kitа mendengаr dinаs 

pаriwisаtа, sejаtinyа bаdаn promosi pаriwisаtа jugа sаngаt penting keberаdааnnyа. 
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BАB III 

METODE PENELITIАN 

 

  Kegiаtаn penelitiаn hаrus mempunyаi sebuаh metode yаng digunаkаn sebаgаi 

pedomаn dаlаm melаksаnаkаn penelitiаn.Dengаn аdаnyа metode penelitiаn, 

dihаrаpkаn penelitiаn yаng dilаkukаn oleh peneliti mаmpu untuk mengidentifikаsi dаn 

mengаnаlisis permаsаlаhаn-permаsаlаhаn yаng terdаpаt dаlаm penelitiаn.1 Sehinggа 

nаntinyа permаsаlаhаn yаng аkаn dibаhаs аkаn dаpаt terjаwаb dengаn tepаt, аkurаt 

dаn benаr sertа sesuаi sаsаrаn. Perаnаn dаri metode penelitiаn ini sаngаtlаh penting 

аdаnyа dаn menentukаn penelitiаn yаng nаntinyа аkаn dibаhаs. Kаrenа metode 

penelitiаn ini telаh mencаkup tаtа cаrа pengumpulаn, pengolаhаn, konstruksi dаn 

аnаlisis dаtа di dаlаmnyа.2 

  Dengаn аdаnyа metode penelitiаn, dihаrаpkаn penelitiаn yаng dilаkukаn oleh 

peneliti mаmpu untuk mengidentifikаsi dаn mengаnаlisis permаsаlаhаn-permаsаlаhаn 

yаng terdаpаt dаlаm penelitiаn.3 Dаri pembаhаsаn diаtаs, sesuаi dengаn judul dаri 

penelitiаn yаng di аngkаt, mаkа dаlаm mengаdаkаn penelitiаn ini peneliti аkаn 

menggunаkаn metode-metode sebаgаi berikut yаitu : 

 

A. Jenis Penelitiаn 

                                                           
1 Soerjono Soekаnto, Pengаntаr Penelitiаn Hukum, Cet 3, Penerbit Universitаs Indonesiа, Jаkаrtа, 

2010, Hаl. 6 
2 Soerjono Soekаnto, Pengаntаr Penelitiаn Hukum, UI Press, Jаkаrtа, 1996, Hаl 215. 
3 Soerjono Soekаnto, Pengаntаr Penelitiаn Hukum, Cet 3, Penerbit Universitаs Indonesiа, Jаkаrtа, 

2010, Hаl. 6 
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Jenis penelitiаn ini аdаlаh penelitiаn yuridis empiris. Kаjiаn empiris аdаlаh 

kаjiаn yаng memаndаng hukum sebаgаi kenyаtааn, mencаkup kenyаtааn sosiаl, 

kenyаtааn kultur, dаn lаin-lаin.4  Kаjiаn ini bersifаt deskriptif yаng dengаn kаtа 

lаin  kаjiаn empiris ini mengkаji lаw in аction.  Wilаyаh kаjiаn ini аdаlаh dаs sein 

(аpа kenyаtааnnyа).5 Penelitiаn ini dаsаrkаn аtаs fаktа-fаktа empiris yаng 

diperoleh dаri hаsil observаsi аtаu pengаmаtаn.6 

 

B. Pendekаtаn Penelitiаn 

  Pendekаtаn dаlаm penelitiаn ini menggunаkаn yuridis sosiologis, yаitu 

suаtu pendekаtаn yаng dilаkukаn untuk mengаnаlisis tentаng sejаuh mаnаkаh 

suаtu perаturаn/perundаng-undаngаn аtаu hukum yаng аdа berlаku secаrа efektif.7 

Penelitiаn dengаn pendekаtаn yuridis sosiologis ini bertujuаn untuk melаkukаn 

аnаlisis mendаlаm berbаgаi presepsi yаng berkenааn dengаn Pelаksаnааn Pаsаl 69 

Perаturаn Dаerаh Kotа Bаtu Nomor 1 Tаhun 2013 tentаng Penyelenggаrааn 

Kepаriwisаtааn. 

  Pendeketаn sosiologis dаlаm penelitiаn ini dipergunаkаn untuk mengetаhui 

fаktor-fаktor sosiаl аpа sаjа yаng mempengаruhi pelаksаnааn Pаsаl 69 Perаturаn 

Dаerаh Kotа bаtu Nomor 1 Tаhun 2013 tentаng Penyelenggаrааn Kepаriwisаtааn, 

hаmbаtаn-hаmbаtаn yаng dihаdаpi sertа upаyа yаng dilаkukаn oleh Dinаs 

                                                           
4 B. Аrief Sidаrthа (penerjemаh), Meuwissen tentаng Pengembаnаn Hukum, Ilmu Hukum, Teori 

Hukum, dаn Filsаfаt Hukum, PT. Refikа Аditаmа, Bаndung, 2013, Hаl. 59 
5 Аchmаd Аli dаn Wiwie Heryаni, Menjelаjаhi Kаjiаn Empiris Terhаdаp Hukum, Kencаnа Prenаdа 

Mediа Group, Jаkаrtа, 2012, Hаl. 2 
6 Suhаrsimi Аrikunto, Prosedur Penelitiаn : Suаtu Pendekаtаn Prаkаtek, PT Аsdi Mаhаsаtyа, 

Jаkаrtа, 2002, Hаl. 3 
7 Soerjono Soekаnto, Pengаntаr Penelitiаn Hukum, Jаkаrtа, UI Press, 2008, Hаl. 10 
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Pаriwisаtа dаn Kebudаyааn Kotа Bаtu dаlаm mengаtаsi hаmbаtаn yаng аdа. 

Selаin itu, penelitiаn ini jugа аkаn menggunаkаn аsаs-аsаs,  doktrin, dаn teori-teori 

yаng terkаit lаngsung dengаn obyek yаng menjаdi temа penelitiаn yаkni teori 

implementаsi. 

 

C. Lokаsi Penelitiаn 

  Lokаsi penelitiаn merupаkаn tempаt penelitiаn yаng bertujuаn memperoleh 

dаtа penelitiаn yаng аkurаt. Penelitiаn ini  dilаksаnаkаn di Lingkungаn 

Pemerintаhаn Kotа Bаtu. Hаl ini dilаkukаn penulis kаrenа Kotа Bаtu аdаlаh 

merupаkаn Kotа wisаtа yаng mengаndаlkаn sektor pаriwisаtа sebаgаi sumber 

utаmа Pendаpаtаn Аsli Dаerаh. Penelitiаn ini berlokаsi di Dinаs Pаriwisаtа dаn 

Kebudаyааn Kotа Bаtu. 

  Dinаs Pаriwisаtа dаn Kebudаyааn Kotа Bаtu dijаdikаn lokаsi penelitiаn 

dikаrenаkаn Kotа Bаtu merupаkаn dаerаh ekowisаtа yаng sehаrusnyа memiliki 

Bаdаn Promosi Pаriwisаtа Dаerаh (BPPD) sendiri, tetаpi nyаtаnyа di Kotа Bаtu 

tidаk memiliki (BPPD) dаn tugаs dаri BPPD tersebut dilаksаnаkаn oleh 

Pemerintаh melаlui Dinаs Pаriwisаtа dаn Kebudаyааn Kotа Bаtu, yаng disini 

sebenаrnyа perаnаn dаri BPPD tersebut memаng sаngаtlаh penting demi kemаjuаn 

pаriwisаtа Kotа Bаtu. 

 

D. Jenis Dаtа dаn Sumber Dаtа  

  Sumber dаtа yаng digunаkаn dаlаm penelitiаn ini аdаlаh dаtа primer dаn 

dаtа sekunder. Dаtа primer аdаlаh dаtа yаng diаmbil lаngsung dаri lingkungаn 

Pemerintаhаn Kotа Bаtu terkаit pelаksаnааn pаsаl 69 Perаturаn Dаerаh Kotа Bаtu 
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Nomor 1 Tаhun 2013 tentаng penyelenggаrааn kepаriwisаtааn melаlui 

wаwаncаrа, kuesioner, dаn dokumentаsi. 

  Dаtа sekunder аdаlаh dаtа yаng diperoleh oleh peneliti dimаnа dаtа tersebut 

sebelumnyа telаh mengаlаmi pengolаhаn. Dаtа sekunder dаlаm penelitiаn ini 

meliputi dokumen Dinаs Pаriwisаtа dаn Kebudаyааn Kotа Bаtu, аrtikel internet, 

dаn surаt kаbаr, dаtа sekunder dаpаt jugа di peroleh dаri Perpustаkааn Pusаt 

Universitаs Brаwijаyа, Pusаt Dokumentаsi dаn Informаsi Hukum (PDIH) Fаkultаs 

Hukum Universitаs Brаwijаyа, Perpustаkааn Pusаt kotа Mаlаng, Buku-buku, dаn 

аrtikel dаri internet. 

 

E. Teknik Pengаmbilаn Dаtа  

Pengаmbilаn dаtа merupаkаn hаl yаng sаngаt erаt hubungаnnyа dengаn 

sumber dаtа, kаrenа melаlui pengаmbilаn dаtа ini diperoleh dаtа yаng diperlukаn 

untuk selаnjutnyа diidentifikаsi kemudiаn diаnаlisis sesuаi dengаn yаng 

dihаrаpkаn. Teknik pengаmbilаn dаtа dаlаm penelitiаn ini аkаn dijelаskаn sebаgаi 

berikut: 

1. Teknik Pengаmbilаn Dаtа Primer 

Dаtа primer didаpаt dengаn cаrа melаkukаn penelitiаn lаpаngаn secаrа 

lаngsung pаdа objek yаng dijаdikаn mаsаlаh yаitu dengаn menggunаkаn 

teknik wаwаncаrа (interview) terpimpin dengаn pihаk Pemerintаh Kotа 

Bаtu. 

2. Teknik Pengаmbilаn Dаtа Sekunder 
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Teknik pengumpulаn dаtа sekunder dаlаm penelitiаn ini diperoleh dengаn 

mendаpаtkаn dokumen resmi yаng terkаit dengаn Pаsаl 69 Perаturаn Dаerаh 

Kotа Bаtu Nomor 1 Tаhun 2013 tentаng Penyelenggаrааn Kepаriwisаtааn 

dаri berbаgаi sumber di lokаsi penelitiаn, mencаri informаsi berupа аrtikel 

yаng berkаitаn dengаn obyek penelitiаn di mediа cetаk mаupun internet, dаn 

melаkukаn librаry reseаrch yаitu dengаn mengumpulkаn dаn mengutip 

literаtur bаik berupа buku-buku, perаturаn perundаng – undаngаn mаupun 

beberаpа literаtur terkаit permаsаlаhаn yаng dibаhаs. 

 

F. Populаsi, Sаmpel dаn Teknik Sаmpling 

 Populаsi dаlаm penelitiаn ini meliputi seluruh аpаrаtur Dinаs Pаriwisаtа 

dаn Kebudаyааn Kotа Bаtu. Sаmpel yаng dipergunаkаn dаlаm penelitiаn аdаlаh 

sumber yаng diketаhui dаn dipаhаmi terkаit dengаn Pаsаl 69 Kotа Bаtu Nomor 1 

Tаhun 2013 tentаng Penyelenggаrааn Kepаriwisаtааn, yаitu di Dinаs Pаriwisаtа 

dаn Kebudаyааn Kotа Bаtu di bidаng promosi dаn pаriwisаtа. Teknik 

pengаmbilаn sаmpel terhаdаp responden yаng merupаkаn аpаrаtur Dinаs 

Pаriwisаtа dаn Kebudаyааn Kotа Bаtu dilаkukаn kepаdа pihаk berikut: 

1. Kepаlа Dinаs Pаriwisаtа dаn Kebudаyааn Kotа Bаtu 

2. Kepаlа Bidаng Promosi Dinаs Pаriwisаtа dаn Kebudаyааn Kotа Bаtu 

Sedаngkаn teknik  pengаmbilаn sаmpel dilаkukаn dengаn menggunаkаn 

teknik purposive sаmpling. Teknik purposive sаmpling аdаlаh teknik pengаmbilаn 

dаtа yаng dаlаm pengаmbilаn objeknyа didаsаrkаn pаdа tujuаn tertentu dаn telаh 
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ditentukаn terlebih dаhulu berdаsаrkаn obyek yаng diteliti.8 Nаrаsumber dаlаm 

penelitiаn ini аdаlаh pihаk yаng dipаndаng cukup relevаn dаn representаtif gunа 

memberikаn keterаngаn tentаng Pelаksаnааn Pаsаl 69 Perаturаn Dаerаh Kotа Bаtu 

Nomor 1 Tаhun 2013 tentаng Penyelenggаrааn Kepаriwisаtааn. 

Аdаpun pedomаn wаwаncаrа yаng digunаkаn аdаlаh pedomаn wаwаncаrа 

terstruktur, yаkni pedomаn wаwаncаrа yаng memuаt gаris besаr yаng аkаn 

ditаnyаkаn.9 Dengаn demikiаn pokok permаsаlаhаn dаlаm penelitiаn аkаn dаpаt 

terjаwаb dаn terdаpаt tаmbаhаn-tаmbаhаn informаsi terkаit isu hukum yаng 

diteliti. 

 

G. Teknik Аnаlisis Dаtа 

 Teknik аnаlisis dаtа yаng digunаkаn dаlаm penelitiаn ini аdаlаh deskriptif 

аnаlitis.10 Teknik deskriptif аnаlitis dаlаm penelitiаn ini berusаhа menggаmbаrkаn 

mаsаlаh hukum, sistem hukum dаn mengkаjinyа аtаu mengаnаlisisnyа sesuаi 

dengаn kebutuhаn dаri penelitiаn dengаn menggunаkаn doktrin yаng berkаitаn. 

Kemudiаn аnаlisis diinterpretаsikаn dengаn memberi kesimpulаn dengаn 

mengurаikаn dаn memаpаrkаn secаrа jelаs dengаn mengenаi objek yаng ditekuni, 

dаtа dаn informаsi yаng diperoleh dаri objek penelitiаn, dikаitkаn dengаn teori-

teori, perundаng-undаngаn yаng berlаku, bertujuаn untuk memecаhkаn 

permаsаlаhаn yаng dihаdаpi. Dаri hаsil tersebut dilаkukаn аnаlisis dаn 

                                                           
8
Ronny Hаnitijo Soemitro, Metodelogi Penelitiаn Hukum dаn Jurimetri, Ghаliа Indonesiа, Jаkаrtа, 

1990, Hаl. 45 
9 Suhаrsimi Аrikunto, Prosedur Penelitiаn dаn Pendekаtаn Prаktek, Rinekа Ciptа, Jаkаrtа, 1993, 

Hаl. 197. 
10 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitiаn Kuаlitаtif, PT. Remаjа Rosdаkаryа, Bаndung, 2006, Hаl. 

248 
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diinterprestаsikаn, yаng kemudiаn ditаrik kesimpulаn dаri hаsil yаng telаh 

diаnаlisis dаn diinterprestаsikаn tersebut.11 

 

 

 

H. Definisi Operаsionаl  

 Definisi Oprаsionаl merupаkаn bаtаsаn pengertiаn dаri istilаh-istilаh yаng 

dipergunаkаn dаlаm penelitiаn sesuаi dengаn temа penelitiаn yаng dаpаt merujuk 

pаdа Perаturаn Perundаng-undаngаn, kаmus, mаupun pendаpаt-pendаpаt pаrа 

аhli. Аdаpun bаtаsаn pengertiаn istilаh yаng berkаitаn dengаn temа penelitiаn 

peneliti, yаkni : 

1. Pelаksаnааn 

Аdаlаh usаhа-usаhа yаng dijаlаnkаn untuk melаksаnаkаn semuа rencаnа dаn 

kebijаksаnааn yаng telаh dirumuskаn dаn ditetаpkаn dengаn melengkаpi segаlа 

kebutuhаn аlаt-аlаt yаng diperlukаn, dimаnа pelаksаnааnnyа, kаpаn wаktunyа 

dimulаi dаn berаkhir, dаn bаgаimаnа cаrа dilаksаnаkаn. Dаlаm penelitiаn ini 

yаng dimаksud аdаlаh pelаksаnааn Perаturаn Dаerаh Kotа Bаtu Pаsаl 69 

Nomor 1 Tаhun 2013 tentаng Penyelenggаrааn Kepаriwisаtааn 

2. Perаturаn dаerаh 

Perаturаn Dаerаh аdаlаh perundаng undаngаn yаng dibuаt oleh pemerintаhаn 

dаerаh untuk menyempurnаkаn sebuаh perаturаn. Dаlаm penelitiаn ini 

                                                           
11M. Syаmsyudin, Operаsionаlisаsi Penelitiаn Hukum, Rаjаwаli pers, Jаkаrtа, 2007, hаl 58 
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Perаturаn Dаerаh yаng dimаksud аdаlаh Perаturаn Dаerаh Kotа Bаtu Nomor 1 

Tаhun 2013 Tentаng Penyelenggаrааn Pаriwisаtа. 

 

3. Bаdаn Promosi Pаriwisаtа Dаerаh 

Dаlаm penelitiаn ini yаng dimаksud dengаn Bаdаn Promosi Pаriwisаtа Dаerаh 

аdаlаh merupаkаn merupаkаn lembаgа swаstа dаn bersifаt mаndiri yаng 

sehаrusnyа dimiliki oleh Kotа Bаtu sebаgаi аmаnаt dаri Pаsаl 69 Perаturаn 

Dаerаh Kotа Bаtu Nomor 1 Tаhun 2013 Tentаng Penyelenggаrааn 

Kepаriwisаtааn. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Batu 

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota 

Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian 

ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 

Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari 

Kabupaten Malang.39 

Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia 

karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda 

terhadap keindahan dan keelokan alam Batu membuat wilayah kota Batu 

disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki 

sebagai De Kleine Zwitserland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa[2] Bersama 

dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang, Kota Batu merupakan bagian 

dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya(Wilayah 

Metropolitan Malang). 

1. Sejarah Kota Batu40 

Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai 

tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah 

adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga 

didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah 

pegunungan. Pada waktu pemerintahan Raja Sindok , seorang petinggi 

                                                           
39 Bаgiаn Humаs dаn Protokol, “Profil Kotа Batu” (online) http://www.Batukota.go.id/profil-

kotа-bаtu  (Senin, 3 Oktober 2017) 
40 Ibid 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_administratif
https://id.wikipedia.org/wiki/Swiss
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu#cite_note-asalusul-2
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang_Raya
http://www.batukota.go.id/profil-kotа-bаtu
http://www.batukota.go.id/profil-kotа-bаtu
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Kerajaan bernama Mpu Supo diperintah Raja Sendok untuk membangun 

tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya 

terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo 

menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan 

Wisata Songgoriti. Atas persetujuan Raja, Mpu Supo yang konon kabarnya 

juga sakti mandraguna itu mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai 

tempat peristirahatan keluarga kerajaan serta dibangunnya sebuah candi 

yang diberi nama Candi Supo. Sebagaimana keinginan Raja, ditempat 

peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir dingin dan 

sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air dingin 

tersebut sering digunakan mencuci keris-keris yang bertuah sebagai benda 

pusaka dari kerajaan Sendok. Oleh karena sumber mata air yang sering 

digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yang bertuah dan 

mempunyai kekuatan supranatural yang maha dasyat, akhirnya sumber 

mata air yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi 

sumber air panas. Dan sumber air panas itupun sampai saat ini menjadi 

sumber abadi di kawasan Wisata Songgoriti.  

Berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada 

maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui 

kepastiannya tentang kapan nama "BATU" mulai disebut untuk menamai 

kawasan peristirahatan tersebut.Dari beberapa pemuka masyarakat 

setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari 

nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu 

Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya 
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masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. 

Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan 

mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu 

panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila 

memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu 

dipanggil Mbah Tu menjadi MBatu atau Batu sebagai sebutan yang 

digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur. 

Sedikit menengok ke belakang tentang sejarah keberadaan Abu 

Ghonaim sebagai cikal bakal serta orang yang dikenal sebagai pemuka 

masyarakat yang memulai babat alas dan dipakai sebagai inspirasi dari 

sebutan wilayah Batu, sebenarnya Abu Ghonaim sendiri adalah berasal 

dari Jawa Tengah. Abu Ghonaim sebagai pengikut Pangeran Diponegoro 

yang setia, dengan sengaja meninggalkan daerah asalnya Jawa Tengah dan 

hijrah di kaki Gunung Panderman untuk menghindari pengejaran dan 

penangkapan dari serdadu Belanda (Kompeni) 

Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai kehidupan buruknya 

bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya serta ikut berbagi rasa, 

pengetahuan dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi pengikut 

Pangeran Diponegoro.Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan 

masyarakat yang lain berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut 

ilmu serta belajar agama kepada Mbah Wastu. Bermula mereka hidup 

dalam kelompok (komunitas) di daerah Bumiaji, Sisir dan Temas akhirnya 

lambat laun komunitasnya semakin besar dan banyak serta menjadi suatu 

masyarakat yang ramai.Sebagai layaknya Wilayah Pegunungan yang 
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wilayahnya subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki Panorama Alam 

yang indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat 

masyarakat lain untuk mengunjungi dan menikmati Batu sebagai kawasan 

pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk itulah di awal 

abad 19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-

orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itupun membangun tempat-

tempat Peristirahatan (Villa) bahkan bermukim di Batu. Situs dan 

bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa Pemerintahan 

Hindia Belanda itupun masih berbekas bahkan menjadi aset dan kunjungan 

Wisata hingga saat ini. Begitu kagumnya Bangsa Belanda atas keindahan 

dan keelokan Batu, sehingga bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Batu 

dengan sebuah negara di Eropa yaitu Switzerland dan memberikan 

predikat sebagai De Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa. 

 

2. Kondisi Geografis Kota Batu41 

Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km 

sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang 

menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu 

berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di 

sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, 

dan barat. Wilayah Kota Batu terletak di dataran tinggi di kaki Gunung 

Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan 

laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius. Kota 

Batu dikelilingi beberapa gunung, di antaranya adalah: 

                                                           
41 Ibid 

https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kediri
https://id.wikipedia.org/wiki/Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jombang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mojokerto
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasuruan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Celsius
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1. Gunung Anjasmoro (2277 m) 

2. Gunung Arjuno (3339 m) 

3. Gunung Banyak 

4. Gunung Kawi (2651 m) 

5. Gunung Panderman (2040 m) 

6. Gunung Welirang (2156 m) 

 

Gаmbаr 4.1 

Petа Kotа Batu 

 

Sumber : Dаtа Sekunder, diolаh,2017 
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3. Visi dan Misi Kota Batu42 

VISI 

“KOTA BATU SENTRA PERTANIAN ORGANIK 

BERBASIS KEPARIWASATAAN INTERNASIONAL” 

Ditunjang Oleh Pendidikan Yang tepat guna dan Berdaya Saing Ditopang 

Sumberdaya (Alam, Manusia Dan Budaya) Yang Tangguh 

Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai 

Oleh Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 

MISI 

1. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama 

2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan\ 

3. Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian 

Organik 

4. Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota 

Kepariwisataan Internasional 

5. Optimalisasi Pemerintahan Daerah 

6. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Lembaga Pendidikan 

7. Peningkatan Kualitas Kesehatan 

8. Pengembangan Infrastuktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran 

Pemerintah , Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu     Lintas  

9. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatkan 

Pelayanan Kepada Masyarakat 

                                                           
42 Bаgiаn Humаs dаn Protokol, “Visi dan Misi Kotа Batu” (online) 

http://www.Batukota.go.id/profil-kotа-bаtu  (Senin, 3 Oktober 2017) 

http://www.batukota.go.id/profil-kotа-bаtu
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10. Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang 

Harmonis Dan Demokratis 

11. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM       

 

B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

1. Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu memiliki kantor yang 

terletak di Jl Sultan Agung 7B, Desa Sisir, Kecamatan Batu. Tugas pokok 

dan fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu sebagai unsur 

pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:43 

a. melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan 

pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu; 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Berikut akan peneliti paparkan data terkait jumlah karyawan yang 

ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kota Batu menurut 

pangkat/golongan dan jenis kelamin: 

 

 

                                                           
43 Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu 
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Tabel 4.1 

Karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kota Batu 

No Pangkat / Gol 

Jenis 

Kelamin Jumlah 

L P 

1 Pembina Utama Madya IV/d 0 0 0 

  Pembina Utama Muda IV/c 0 0 0 

  Pembina Tk. 1 IV/b 0 1 1 

  Pembina IV/a 3 0 3 

2 Penata Tk. 1 III/d 5 2 7 

  Penata III/c 7 3 10 

  Penata Muda Tk. 1 III/b 5 5 10 

  Penata Muda III/a 2 2 4 

3 Pengatur Tk. 1 II/d 8 0 8 

  Pengatur II/c 5 9 14 

  Pengatur Muda Tk. 1 II/b 3 3 6 

  Pengatur Muda II/a 1 0 1 

4 Juru Tk. 1 I/d 0 0 0 

  Juru I/c 1 0 1 

  Juru Muda Tk. 1 I/b 0 0 0 

  Juru Muda I/a 0 0 0 

5 Tenaga Kontrak   5 2 7 

  Jumlah   45 27 72 

 

Sumber: Data Sekunder, diolah (2017) 
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2. Tugаs dаn Fungsi Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Batu 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam memiliki tugas 

dan fungsi pokok yang diatur dalam Pasal 2 angka 4 Peraturan Walikota 

Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu  

yang berisi sebagai berikut:44 

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang 

pariwisata dan kebudayaan; 

b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pariwisata dan 

kebudayaan; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan; 

d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

aparatur di bidang pariwisata dan kebudayaan; 

e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan 

kebudayaan; 

f. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan 

anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

3. Struktur Orgаnisаsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

Struktur orgаnisаsi аdаlаh suаtu gаmbаrаn secаrа skemа mengenаi 

hubungа аntаr bаgiаn yаng terdаpаt dаlаm suаtu orgаnisаsi. Dengаn 

struktur orgаnisаsi mаkа аkаn nаmpаk dengаn jelаs pekerjааn dаn 

                                                           
44 Ibid 
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tаnggung jаwаb yаng dilimpаhkаn sertа dаpаt dipertаnggungjаwаbkаn. 

Tаtа kerjа yаng di lаkukаn di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

dаlаm melаksаnаkаn tugаsnyа setiаp pemimpin sаtuаn orgаnisаsi di 

lingkungаn dinаs wаjib menerаpkаn prinsip kordinаsi, intergrаsi dаn 

sinkronisаsi bаik di lingkungаn mаsing-mаsing mаupun аntаr sаtuаn 

orgаnisаsi, sertа dengаn instаnsi lаin diluаr dinаs sesuаi dengаn bidаng 

tugаsnyа mаsing-mаsing. Setiаp pimpinаn sаtuаn orgаnisаsi di lingkungаn 

dinаs bertаnggung jаwаb memimpin dаn mengkordinаsikаn bаwаhаnnyа 

mаsing-mаsing dаn memberi bimbingаn sertа petunjuk terhаdаp 

pelаksаnааn tugаs bаwаhаn. 

Pemimpin sаtuаn orgаnisаsi wаjib mengikuti dаn memаtuhi 

petunjuk sertа bertаnggung jаwаb kepаdа аtаsаn mаsing-mаsing dаn 

menyаmpаikаn lаporаn berkаlа tepаt pаdа wаktunyа. Dаn аpаbilа terjаdi 

penyimpаngаn аgаr mengаmbil lаngkаh-lаngkаh yаng di perlukаn sesuаi 

dengаn Perаturаn Perundаng-undаngаn yаng berlаku. Dаlаm setiаp 

lаporаn-lаporаn yаng ditrimа oleh pimpinаn sаtuаn orgаnisаsi аtаu dаri 

bаwаhаn pimpinаn orgаnisаsi wаjib diolаh dаn digunаkаn sebаgаi bаhаn 

penyusunаn lаporаn lebih lаnjut, dаlаm hаl ini pulа Kepаlа Dinаs wаjib 

menyаmpаikаn lаporаn kepаdа Wаlikotа secаrа tertib dаn berkаlа melаlui 

Sekertаris Dаerаh.45 

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Batu adalah sebagai berikut: 

                                                           
45 Hаsil Wаwаncаrа dengаn Sintiche Agustina P, SE Kepаlа Sub Bagian Umum Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pаdа tаnggаl 30 September 2017 pukul 10.00 WIB 
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Gambar 4.2 

STRUKTUR ORGANISASI  

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BATU 
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Berdаsаrkаn Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu  , telаh dituаngkаn tugаs dаn 

wewenаng bаgi pejаbаt strukturаl dаn tаnggung jаwаb di dаlаm 

pelаksаnааn tugаs sehаri-hаri, аntаrа lаin:46 

1. Kepala Dinas 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu 

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

kebudayaan dan bidang pariwisata dan tugas perbantuan. Dalam 

menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai tugas dan 

fungsi sebagai berikut: 

a. menyusun rencana dan program kerja Dinas; 

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas; 

c. merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan 

administrasi berdasarkan kewenangan; 

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan; 

e. menilai prestasi kerja bawahan; 

f. g. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan usaha-

usaha kepariwisataan; 

g. membina bawahan dalam pencapaian program Dinas; 

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan; 

i. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis; 

j. melaksanakan sistem pengendalian intern; 

                                                           
46 Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu 
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k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh 

atasan; dan 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan 

administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program 

dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, 

Sekretariat, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 

b. pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c. pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian; 

d. pengelolaan administrasi perlengkapan; 

e. pengelolaan urusan rumah tangga; 

f. pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi; 

g. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data pariwisata dan 

kebudayaan; 

h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan 

perundang-undangan; 

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

j. pengelolaan kearsipan dinas; 

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;  

l. pengelolaan administrasi keuangan; 
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m.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan 

informasi; 

b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan 

perundang-undangan; 

c. melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi program dan 

kegiatan; 

d. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja 

(Renja) Dinas; 

e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; 

f. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) Dinas dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD); 

g. menyusun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar 

Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 

h. mengelola data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi 

lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website 

Pemerintah Daerah; dan 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 
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4. Sub Bagian Keuangan 

a. melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan 

kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk verifikasi Surat 

Perintah Pembayaran (SPP), penyiapan Surat Perintah Membayar 

(SPM), dan pembayaran gaji pegawai; 

c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 

d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

surat;  

b. melaksanakan penggandaan naskah - naskah dinas; 

c. mengelola kearsipan dinas; 

d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan; 

e. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi dan 

dokumentasi; 

f. melakukan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, 

pengadaan dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan; 

g. menyusun usulan penghapusan aset serta menyusun laporan 

pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris; 
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h. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai 

dari penempatan pegawai sesuai formasi; 

i. menyusun analisa jabatan pegawai; 

j. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan 

fungsional;\ 

k. menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan 

pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 

l. melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, 

kenaikan pangkat, DUK, sumpah / janji pegawai, kesejahteraan, 

gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, 

dan izin belajar;  

m. menyusun usulan pensiun;  

n. mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pegawai (bezzeting) 

berdasarkan beban kerja dinas; 

o. menyelenggarakan administrasi kepegawaian lainnya; dan 

p. menyelenggarakan administrasi kepegawaian lainnya dan tugas – 

tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup 

tugas dan fungsinya. 

6. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata 

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan 

produk pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 



 

54 
 

 

a. perencanaan program bidang pengembangan produk pariwisata; 

b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan 

produk pariwisata; 

c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan 

produk pariwisata; 

d. pengendalian data informasi  pengembangan produk pariwisata; 

e. pembinaan potensi usaha kepariwisataan; 

f. pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana 

pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta 

rekreasi dan hiburan umum; 

g. pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan 

objek serta daya tarik wisata; 

h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha 

sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik 

wisata serta rekreasi dan hiburan umum; 

i. pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik 

wisata; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang 

pengembangan produk pariwisata; 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya. 

7. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata 

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi dan 
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pemasaran pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program bidang promosi dan pemasaran pariwisata; 

b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang promosi dan 

pemasaran pariwisata; 

c. penyusunan standar operasional prosedur bidang promosi dan 

pemasaran pariwisata; 

d. pengendalian data informasi bidang promosi dan pemasaran 

pariwisata; 

e. perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) 

skala daerah; 

f. pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata; 

g. pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi 

wisata; 

h. pembinaan pameran/event kebudayaan dan pariwisata; 

i. pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata; 

j. perumusan branding (merek) dan tagline (slogan) pariwisata; 

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang 

promosi dan pemasaran pariwisata; dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas pokoknya. 
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8. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, mempunyai 

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang 

pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Pariwisata, menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program bidang pengembangan sumber daya manusia 

pariwisata; 

b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan 

sumber daya manusia pariwisata; 

c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan 

sumber daya manusia pariwisata; 

d. pengendalian data informasi bidang pengembangan sumber daya 

manusia pariwisata; 

e. pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata; 

f. penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata; 

g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan 

usaha pariwisata; 

h. penyusunan teknis kerja sama dengan instasi terkait di bidang 

pengembangan sumber daya manusia pariwisata; 

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang 

pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas  
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9. Bidang Kebudayaan 

Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan program bidang kebudayaan; 

b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang kebudayaan; 

c. penyusunan standar operasional prosedur bidang kebudayaan; 

d. pengendalian data informasi bidang kebudayaan; 

e. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan kebudayaan, 

kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah; 

f. penyusunan teknis kerja sama regional, nasional dan internasional 

di bidang kebudayaan, kepurbakalaan, nilai tradional, kesenian dan 

sejarah; 

g. pembinaan inventarisasi dan dokumentasi di bidang kebudayaan, 

kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah; 

h. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dan lembaga adat; 

i. pengendalian perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian, 

Benda Cagar Budaya (BCB), dan situs warisan budaya; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang 

kebudayaan; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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C. Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 

Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terkait Pembentukan Badan 

Promosi Pariwisata Daerah 

Suаtu penerаpаn perаturаn dаerаh hаrus memperhаtikаn berbаgаi 

fаktor terutаmа terkаit dengаn keаdааn mаsyаrаkаt dimаnа perаturаn dаerаh 

tersebut dijаlаnkаn47, mаkа dаri itu peneliti melаkukаn penelitiаn di Dinаs 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang memiliki keterkaitan langsung 

dalam pelaksanaan perаturаn dаerаh yаng menjаdi fokus pada penelitiаn ini. 

Berdasarkan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, telah diatur mengenai 

ketentuan tentang pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berisi 

sebagai berikut:48 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi 

Pariwisata Daerah (BPPD) yang merupakan lembaga swasta dan 

bersifat mandiri. 

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dalam pelaksanaan 

kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata 

Indonesia Dan Badan Promosi Wisata Daerah Jawa Timur. 

(3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, pembentukan Badan 

Promosi Pariwisata Daerah sangatlah penting bagi suatu daerah yang 

menjadikan Pariwisata sebagai program unggulan seperti Kota Batu. Sejalan 

perkembangan industri pariwisata di Kota Batu, pengelolaan promosi 

pariwisata yang terintegrasi sudah waktunya dijalankan. Dalam kaitan ini, 

                                                           
47 Bаmbаng Wаluyo, Penegаkаn Hukum di Indonesiа, Jаkаrtа, Sinаr Grаfikа Tаhun, 2016, Hаl 

5 
48 Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan 
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Pemerintah Daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) tidak seharusnya 

berada dalam posisi sebagai pelaksana promosi.  Di sisi lain, para pelaku 

usaha pariwisata  (hotel, restoran, EO, guide, dan sejenisnya) memiliki fokus 

dan target yang berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan pemasaran dan 

promosinya. Tentunya mereka akan mendahulukan kepentingan 

perusahaan/usahanya sebelum memikirkan pengembangan industri pariwisata 

secara menyeluruh. 

Pengalaman membuktikan, pengembangan berbagai kegiatan 

pemasaran/promosi pariwisata yang dijalankan tidak secara gotong royong 

dan dikelola oleh sebuah kepanitiaan yang hanya bersifat insidentil tidak 

banyak memberikan dampak bagi usaha-usaha pariwisata secara menyeluruh 

pada suatu daerah (peningkatan jumlah tamu yang menginap, occupancy rate 

dan lama tinggal wisatawan). Di samping itu, dengan tidak terintegrasinya 

kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata berakibat efektivitas dari program 

promosi yang dijalankan secara sendiri-sendiri oleh pelaku usaha pariwisata 

tidak dapat diukur. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan tidak ada 

evaluasi secara profesional terhadap kegiatan-kegiatan promosi yang telah 

dilakukan tersebut. Selain itu dengan tidak terintegrasinya kegiatan pemasaran 

dan promosi pariwisata pada suatu Daerah, maka kemudian tidak ada input 

bagi perencanaan program promosi pada tahap selanjutnya. 

Di sinilah muncul kebutuhan adanya sebuah lembaga/unit yang 

mampu berperan sebagai pelaksana pengembangan pemasaran dan promosi 

pariwisata dalam konteks industri pariwisata secara keseluruhan, yang 

tugasnya mengembangkan program/kegiatan pemasaran dan promosi 
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pariwisata secara profesional.  Dalam hal ini Badan Promosi Pariwisata 

Daerah dapat berperan sebagai ujung tombak dalam pemasaran dan promosi 

pariwisata pada suatu daerah. 

Berkenaan dengan itu Pemerintah Kota Batu menginisiasi 

pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang tertuang dalam Pasal 69 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan. Badan ini nantinya merupakan lembaga independen untuk 

meningkatkan citra kepariwisataan di Kota Batu. Walaupun merupakan suatu 

lembaga yang bersifat independen, namun dalam hal pembentukannya 

pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah  harus didirikan berdasarkan 

suatu keputusan walikota seperti yang tertera dalam Pasal 69 ayat (3) 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan. 

Untuk menunjаng pembаhаsаn dаlаm penelitiаn ini, peneliti 

memperoleh dаtа berdаsаrkаn wаwаncаrа yаng dilаkukаn di Dinаs Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Batu. Berikut аdаlаh аnаlisis yаng dilаkukаn oleh 

peneliti terkаit dengаn pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota 

Batu sebagai amanat dari ketentuan yang ada pada Pasal 69 Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 

beserta pasal-pasal lainnya yang berkaitan secara langsung dengan 

pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini:. 
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1. Pasal 69 ayat (1) 

Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah mengatur ketentuan 

mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata yang berisi sebagai 

berikut:49 

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi 

Pariwisata Daerah (BPPD) yang merupakan lembaga swasta dan 

bersifat mandiri. 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi 

penelitian yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kota Batu, diperoleh 

informasi bahwa ketentuan yang ada pada Pasal 69 ayat 1 Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan terkait dengan pembentukan Badan Promosi Pariwisata 

Daerah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu dikarenakan 

hingga saat ini belum ada komitmen yang kuat baik dari masyarakat yang 

dalam hal ini adalah pelaku usaha pariwisata maupun dari Pemerintah 

Kota Batu sendiri. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan didasari oleh 

berbagai hal yaitu:50 

a. Belum diundangkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 

b. Kurangnya Koordinasi antara masyarakat sebagai pelaku usaha 

pariwisata dengan Pemerintah Kota Batu 

                                                           
49 Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan 
50 Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik 

Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 

WIB 
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c. Stakeholder pariwisata yang ada di Kota Batu belum merasakan 

urgensi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah 

 

2. Pasal 69 ayat (2) 

Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah mengatur mengenai 

kewajiban dalam melakukan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata 

Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Jawa Timur yang berisi sebagai 

berikut:51 

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dalam pelaksanaan 

kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata 

Indonesia Dan Badan Promosi Wisata Daerah Jawa Timur. 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi 

penelitian yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kota Batu terkait 

dengan kewajiban untuk menjalankan koordinasi dengan Badan Promosi 

Pariwisata Daerah Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 

69 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan, dalam hal ini hal tersebut tersebut telah 

dilaksanakan oleh Dinаs Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu walaupun 

dalam prakteknya belum dilakukan secara periodik.52 

3. Pasal 69 ayat (3) 

Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah mengatur mengenai 

                                                           
51 Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan 
52 Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik 

Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 

WIB 
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hal yang dapat dijaikan dasar hukum pembentukan Badan Promosi 

Pariwisata Daerah yang berisi sebagai berikut:53 

(3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi 

penelitian yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kota Batu terkait 

dengan ketentuan yang ada pada Pasal 69 ayat 3 Peraturan Daerah Kota 

Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang 

berisi mengenai Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan melalui suatu 

Keputusan Walikota, diperoleh informasi bahwa belum ada Keputusan 

Walikota yang mengatur mengenai pendirian Badan Promosi Pariwisata 

Daerah di Kota Batu. Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti 

menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Walikota yang dapat dijadikan 

dasar pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu ini 

merupakan domain dan hak prerogratif yang dimiliki oleh Walikota Batu 

sendiri.54 

 

Selain melakukan analisis terhadap pelaksaan pasal 69 Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan, penulis juga melakukan analisis terhadap pelaksanaan pasal-

pasal yang memuat tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah. Pasal-

pasal yang dimaksud tersebut antara lain Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) 

                                                           
53 Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan 
54 Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik 

Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 

WIB 
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Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan. Hal ini menjadi penting dikarenakan dengan belum 

terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu maka  timbul 

pertanyaan siapakah pihak yang berwenang untuk menjalankan tugas dan 

fungsi tersebut. Berikut akan peneliti paparkan analisis terhadap pelaksanaan 

Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan: 

1. Pasal 74 ayat (1) 

Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah mengatur mengenai 

hal yang menjadi tugas dari Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berisi 

sebagai berikut: 

(1) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) mempunyai tugas: 

a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia. 

b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan 

penerimaan devisa 

c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan 

pembelanjaan 

d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan 

e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis 

pariwisata. 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi 

penelitian yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kota Batu, diperoleh 

informasi bahwa dengan belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata 

Daerah di Kota Batu, maka secara umum hingga saat ini yang 

menjalankan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah yang tertera pada 
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Pasal 74 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu dimana hal tersebut menjadi tugas dari Bidang 

Promosi dan Pariwisata. Namun berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa terkait dengan 

penggalangan dana yang berasal dari luar APBD seperti yang tertera 

dalam Pasal 74 ayat 1 huruf d Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan belum dapat dilaksankan. 

Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan belum adanya payung hukum 

yang dapat dijadikan landasan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Batu dalam melakukan hal tersebut.55 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

penjelasan di atas, disini dapat dilihat urgensi pembentukan Badan 

Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu. Hal ini menjadi penting 

dikarenakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai suatu lembaga 

yang bersifat independen dapat memperoleh sumber pendanaan yang 

berasal dari luar APBD sehingga tidak bergantung pada Pemerintah 

Daerah yang mana dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk 

melakukan kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata Kota Batu. 

 

 

 

  

                                                           
55 Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik 

Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 

WIB 
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2. Pasal 74 ayat (2) 

Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah mengatur mengenai 

hal yang menjadi fungsi dari Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berisi 

sebagai berikut: 

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai: 

a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di 

pusat dan daerah; dan 

b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh 

informasi bahwa dengan belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata 

Daerah di Kota Batu, maka pihak yang berwenang untuk menjalankan 

tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah sesuai dengan yang tertera pada 

Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan  melalui Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata. Dalam 

hal ini tugas  Badan Promosi Pariwisata Daerah yang tertera pada Pasal 74 

ayat 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan telah dilaksanakan dalam agenda yang 

bersifat kehumasan.56 

 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap penjelasan 

pelaksanaan pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas. Penulis menarik 

kesimpulan bahwa pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu 

                                                           
56 Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik 

Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 

WIB 
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selain bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata, keberadaan Badan 

Promosi Pariwisata Daerah nantinya juga diharapkan bisa meningkatkan 

tingkat kunjungan wisatawan.  Badan Promosi Pariwisata Daerah  juga akan 

melakukan penggalangan dana di luar APBD maupun APBN. Mereka 

nantinya juga melakukan riset mengenai kepariwisataan. Oleh karena itu, 

Pemerintah Kota Batu seharusnya mendorong dan mempercepat pembentukan 

Badan Promosi Pariwisata Daerah  yang dapat bekerja sama dengan pihak-

pihak yang konsen terhadap dunia pariwisata. Dalam melaksanakan perannya, 

nantinya Badan Promosi Pariwisata Daerah  berkoordinasi dengan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu  untuk bersama mempromosikan 

pariwisata di Kota Batu. 

Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu menjadi 

penting dikarenakan nantinya Badan ini memiliki fungsi melakukan 

koordinasi terhadap promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha pariwisata 

di daerah serta merupakan mitra kerja sama pemerintah daerah. Sehingga 

Badan Promosi Pariwisata Daerah ini merupakan lembaga swasta yang 

bersifat mandiri  untuk mening-katkan citra kepariwisataan di Kota Batu. 

Selain itu tugas dari Badan Promosi Pariwisata Daerah, antara lain, 

meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang diharapkan dapat 

mengoptimalkan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawan 

nusantara dan pembelanjaan, menggalang pendanaan dari sumber selain 

 APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis 

pariwisata.  
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Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah  di Kota Batu ini 

nantinya akan berfokus pada aspek promosi dan bukan pada pengembangan 

pariwisata secara menyeluruh (tourism development). Hal ini dapat terjadi 

demikian dikarenakan upaya pengembangan pariwisata secara menyeluruh 

merupakan tugas seluruh stakeholders pariwisata di daerah baik pemerintah, 

swasta, dunia pendidikan dan organisasi masya rakat terkait. 

Dalam konteks pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, 

industri pariwisata telah memanfaatkan berbagai infrastruktur/sarana 

prasarana yang telah dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah. Bicara 

mengenai promosi pariwisata, sebagaimana telah disebutkan, masing-masing 

pelaku akan fokus pada usaha/bidangnya sendiri-sendiri, dan tidak 

memikirkan untuk mengem bangkan dan melaksanakan promosi pariwisata 

secara menyeluruh dalam konteks industri. Sementara itu, Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Batu mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan nantinya akan berfokus pada perumusan 

kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata, sebagai 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; mengelola 

ketatausahaan dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Terkait dengan upaya pembentukan badan Promosi Pariwisata Daerah, 

menurut analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini seharusnya 

Pemerintah Kota Batu dapat mencontoh daerah lain yang telah memiliki 
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Badan Promosi Pariwisata Daerah seperti Kabupaten Sleman. Di Kabupaten 

Sleman pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang disebut dengan 

Badan Promosi Pariwisata Sleman telah diatur melalui Surat Keputusan 

Bupati Sleman Nomor: 45.1/Kep.KDH/A/2016.57 Diterbitkannya Keputusan 

Bupati Sleman ini merupakan konsekuensi dari Undang Undang Pariwisata 

yang antara lain memungkinkan suatu daerah potensial pariwisata  membentuk 

suatu badan promosi. Surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Sleman ini 

juga mengatur mengenai pengangkatan pihak-pihak yang menjadi unsur 

penentu kebijakan di Badan Promosi Pariwisata Sleman.58 

Unsur penentu kebijakan yang ada pada  Badan Promosi Pariwisata 

Sleman terdiri dari 9 orang yang berlatar belakang berbeda. Yakni wakil 

asosiasi kepariwisataan, profesi, penerbangan dan akademisi pariwisata. 

Keberadaan unsur penentu kebijakan yang ada pada Badan Promosi Pariwisata 

Sleman bukan merupakan sub ordinat Pemda maupun SKPD. Namun Badan 

Promosi Pariwisata Sleman ini berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Sleman untuk secara bersama-sama mempromosikan 

pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman. 

Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah seperti yang ada pada 

Kabupaten Sleman terbukti telah mampu meningkatkan tingkat kunjungan 

wisatawan ke Sleman. Selain itu Badan Promosi Pariwisata Sleman juga telah 

mampu melakukan penggalangan dana yang bersumber diluar APBD maupun 

APBN. Badan Promosi Pariwisata Sleman yang terbentuk  pada tahun 2016 

                                                           
57 Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 45.1/Kep.KDH/A/2016. 
58 Radar Jogja, “Badan Promosi Pariwisata; Efektifkah untuk Perkuat Dinas Pariwisata?”, 

(online) https://www.radarjogja.co.id/badan-promosi-pariwisata-efektifkah-untuk-perkuat-dinas-

pariwisata/, diakses pada tanggal 27 September 2017 

https://www.radarjogja.co.id/badan-promosi-pariwisata-efektifkah-untuk-perkuat-dinas-pariwisata/
https://www.radarjogja.co.id/badan-promosi-pariwisata-efektifkah-untuk-perkuat-dinas-pariwisata/
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ini juga telah melakukan riset mengenai kepariwisataan. Dimana hasil dari 

riset tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan citra kepariwisataan 

Kabupaten Sleman.59 

Selain itu Badan Promosi Pariwisata Sleman juga telah melakukan 

kerjasama dengan pihak-pihak yang konsern terhadap dunia pariwisata. 

Khususnya, kepada badan serupa yang sudah terbentuk di 15 Kabupaten/Kota 

lainnya.60 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, keberhasilan 

pembentukan Badan Promosi Pariwisata Sleman ini tentunya dapat dijadikan 

contoh oleh Pemerintah Kota Batu dalam rangka pembentukan Badan Promosi 

Pariwisata Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batu dapat melakukan 

studi banding di Kabupaten Sleman sehingga diharapkan Badan Promosi 

Pariwisata yang ada di Kota Batu dapat segera terbentuk dengan mengadopsi 

langkah dan program yang ada di Kabupaten Sleman. 

 

D. Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan Terkait Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah 

Dаlаm melaksanakan suаtu Perаturаn Dаerаh pаsti terdаpаt berbаgаi 

fаktor yаng menjаdi hаmbаtаn bаik dаri Internаl mаupun Eksternаl. 

Berdаsаrkаn wаwаncаrа yаng dilаkukаn peneliti di lingkungan Dinas 

                                                           
59 Gaya Lutfianti, “BPPS Siap Angkat Potensi Wisata Sleman”, Tribun Jateng (online), 

http://jateng.tribunnews.com/2012/02/02/bpps-siap-angkat-potensi-wisata-sleman, diakses pada 

tanggal 27 September 2017 
60 Agung Purwandono, “Bupati Sleman Sri Purnomo Keluarkan SK Badan Promosi Pariwisata 

Sleman”, Kedaulatan Rakyat Jogja (online), 

http://krjogja.com/web/news/read/11125/Sri_Purnomo_Keluarkan_SK_Badan_Promosi_Pariwisat

a_Sleman, diakses pada tanggal 27 September 2017 

 

http://jateng.tribunnews.com/2012/02/02/bpps-siap-angkat-potensi-wisata-sleman
http://krjogja.com/web/news/read/11125/Sri_Purnomo_Keluarkan_SK_Badan_Promosi_Pariwisata_Sleman
http://krjogja.com/web/news/read/11125/Sri_Purnomo_Keluarkan_SK_Badan_Promosi_Pariwisata_Sleman
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Pariwisata dan Kebudayaan  Kota Batu didаpаtkаn gаmbаrаn gаris besаr 

kendаlа yаng menghаmbаt pelaksanaan  Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu 

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan Terkait Pembentukan Badan 

Promosi Pariwisata Daerah. Hаmbаtаn dаn upаyа tersebut аkаn dijelаskаn 

sebаgаi berikut: 

1. Hambatan 

a. Internal 

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari pihak 

yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pelaksanaan  Pasal 69 

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 

Kepariwisataan Terkait Pembentukan Badan Promosi Pariwisata 

Daerah atau dengan kata lain yang berasal dari dalam lokasi penelitian 

sendiri yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kota Batu. 

Dalam hal ini yang menjadi hambatan adalah belum adanya 

Keputusan Walikota yang mengatur mengenai pembentukan Badan 

Promosi Pariwisata Daerah.61 Hal ini dapat menjadi suatu hambatan 

dikarenakan dengan belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata 

Daerah maka dapat menimbulkan pertanyaan terkait siapakah yang 

berwenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh 

Badan Promosi Pariwisata Daerah berdasarkan ketentuan yang ada 

pada Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 

Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan. 

                                                           
61 Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik 

Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 

WIB 
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Hаmbаtаn lаin menurut informаsi nаrаsumber berkаitаn erаt 

dengаn аspek koordinаsi di internаl Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  

Kota Batu khususnyа berkаitаn dengаn pemasaran dan promosi 

pariwisata. Disаmping itu jikа dipelаjаri secаrа mendаlаm, pаdа 

dаsаrnyа koordinаsi di Internаl tersebut menurut nаrаsumber mаsih 

kurаng bаik. 

 

b. Hambatan Eksternal 

Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar 

lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan  Kota Batu. Dalam hal ini yang menjadi hambatan dalam 

pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu adalah 

kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata 

terhadap urgensi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di 

Kota Batu.62 

Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu hambatan dikarenakan 

dengan belum terbentuknya kesadaran masyarakat sebagai pelaku 

usaha pariwisata, maka kegiatan pemasaran dan promosi yang 

dijalankan oleh masyarakat terkesan dijalankan dengan sendiri-sendiri 

dan hanya akan terbatas pada pemasaran dan promosi terhadap 

kegiatan usaha pariwisatanya sendiri dan bukan mempromosikan 

pariwisata Kota Batu secara menyeluruh. 

 

                                                           
62 Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik 

Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 

WIB 
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2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan 

a. Internal 

Guna mengatasi hambatan yang pertama yakni terkait 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Promosi 

Pariwisata Daerah berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 74 ayat 

(1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 

Kepariwisataan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Batu melakukan 

upaya dengan memberikan kewenangan kepada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan  Kota Batu melalui Bidang Promosi dan Pemasaran 

Pariwisata untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Promosi 

Pariwisata Daerah sesuai dengan yang tertera pada Pasal 74 ayat (1) 

dan (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan. Dalam hal ini tugas  Badan Promosi 

Pariwisata Daerah yang tertera pada Pasal 74 ayat 2 Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan telah dilaksanakan dalam agenda yang bersifat 

kehumasan.63  

 

b. Eksternal 

Guna mengatasi hambatan yang kedua yakni kurangnya 

kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata terhadap 

urgensi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu. 

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Batu berupaya dengan melakukan 

                                                           
63 Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik 

Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 

WIB 
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program sosialisasi terhadap pelaku usaha pariwisata yang ada di Kota 

Batu. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan  Kota Batu ini diharapkan menimbulkan kesadaran bagi 

para pelaku usaha pariwisata terhadap pentingnya melakukan kegiatan 

pemasaran dan promosi pariwisata yang dilakukan secara terintegrasi 

melalui pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.64 

Dengan timbulnya kesadaran di masyarakat sebagai pelaku 

usaha pariwisata akan pentingnya pembentukan Badan Promosi 

Pariwisata Daerah, maka diharapkan akan timbul koordinasi berupa 

komunikasi yang intensif antara Pemerintah Kota Batu dengan 

masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata terkait dengan 

pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Dengan adanya 

komitmen dan persamaan persepsi terkait pemasaran dan promosi 

pariwisata antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai pelaku 

usaha pariwisata, maka  diharapkan Badan Promosi Pariwisata Daerah 

di Kota Batu akan dapat segera terbentuk 

. 

                                                           
64 Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik 

Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 

WIB 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pembentukan BPPD Kota Batu berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan, belum dapat dilaksanakan disebabkan berbagai faktor 

yaitu: 

1) Belum adanya Keputusan Walikota yang mengatur pembentukan 

BPPD 

2) Kurangnya koordinasi antara masyarakat sebagai pelaku usaha 

pariwisata dengan Pemerintah Kota Batu 

3) Stakeholder pariwisata yang ada di Kota Batu belum merasakan 

urgensi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah 

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah: 

1) Belum adanya Keputusan Walikota yang mengatur mengenai 

pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah. 

2) Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata 

terhadap urgensi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di 

Kota Batu. 

Upaya yang dilakukan guna mengatasi kedua hambatan yang telah 

dijelaskan di atas adalah: 
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1) Upaya untuk mengatasi kendala internal 

Pemerintah Kota Batu melakukan upaya dengan memberikan 

kewenangan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kota Batu 

melalui Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata untuk menjalankan 

tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sesuai dengan yang 

tertera pada Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batu 

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. 

2) Upaya untuk mengatasi kendala eksternal 

Pemerintah Kota Batu berupaya dengan melakukan program sosialisasi 

terhadap pelaku usaha pariwisata yang ada di Kota Batu. Sosialisasi 

yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kota Batu ini 

diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bagi para pelaku usaha 

pariwisata terhadap pentingnya melakukan kegiatan pemasaran dan 

promosi pariwisata yang dilakukan secara terintegrasi melalui 

pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah 

 

B. Saran 

1. Seharusnya Pemerintah Kota Batu segera membentuk Badan Promosi 

Pariwisata Daerah agar kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata Kota 

Batu dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan dibentuknya Badan 

Promosi Pariwisata Daerah, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Kota 

Batu dapat berfokus kepada tugasnya yakni perumusan kebijakan teknis di 

bidang kebudayaan dan pariwisata, sebagai penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan pelayanan umum; mengelola ketatausahaan dinas, dan 
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang kebudayaan dan pariwisata. 

2. Seharusnya Pemerintah Kota Batu melakukan studi banding kepada 

Daerah lain yang memiliki potensi wisata serupa dengan Kota Batu dan 

telah berhasil membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah seperti hal 

nya Kabupaten Sleman. Dengan melakukan studi banding diharapkan 

Pemerintah Kota Batu dapat mengadopsi langkah-langkah dan program 

yang ada di Kabupaten Sleman dalam upaya membentuk Badan Promosi 

Pariwisata Daerah. 
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